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MAKALAH KEBIJAKAN

Penataan Kampanye Politik di Media Sosial
untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak
Tahun 2024 yang Informatif dan Edukatif

Pendahuluan

Perkembangan media sosial berdampak ke hampir semua aspek kehidupan
masyarakat, termasuk aspek politik. Perkembangan media sosial di dunia politik
terlihat dalam kampanye politik di sejumlah negara termasuk Indonesia. Di
Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye diawali dari
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2012. Keenam pasangan
kandidat yang bersaing secara intensif menggunakan media sosial. Pasangan
Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangkan Pilkada
dengan melakukan kampanye melalui video di YouTube dan akun Twitter, serta
Facebook. Penggunaan media sosial memungkinkan pasangan kandidat

menjangkau jutaan pemilih, terutama kaum muda (Picard and Chang, 2014).

Selain dampak positif tersebut, muncul efek negatif dari penggunaan media
sosial dalam kampanye yang ditandai dengan penyebaran hoaks yang secara
masif menyerang langsung kandidat (Utami, 2019). Berdasarkan kerangka
regulasi istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia. Istilah yang digunakan dalam kerangka regulasi yaitu berita atau
informasi bohong. Hal ini seperti dijelaskan dalam pedoman implementasi Pasal
28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satunya dijelaskan bahwa berita atau
informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan,
penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau
layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.

Isu utama yang digunakan dalam pembuatan hoaks adalah isu identitas berbasis
Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Aspinall dan Mietzner, 2014).
Penyebaran hoaks dengan menggunakan isu SARA hingga politik identitas
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merupakan bagian dari kampanye hitam (black campaign). Hal ini terjadi pada
penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu)
Serentak tahun 2019, hingga Pilkada Serentak tahun 2020.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),
sejak bulan Agustus 2018 hingga November 2019 terdapat 3.901 hoaks. Dari
total 3.901 hoaks tersebut yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim
Automatic Identification Systems (AIS) Kemenkominfo yang mengais konten
negatif di internet, hoaks kategori politik mendominasi di angka 973, disusul 743
hoaks kategori pemerintahan, 401 hoaks kategori kesehatan, 307 hoaks kategori
lain-lain, 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks
kategori internasional, dan sisanya hoaks terkait bencana alam, agama, penipuan,

mitos, perdagangan dan pendidikan (kominfo.go.id, 2/12/2019).

Hoaks politik yang marak muncul di bulan April 2019 didominasi kabar bohong
yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik
peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu
(kominfo.go.id, 2/12/2019). Penyebaran hoaks juga kembali ditemukan pada
penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Hal serupa juga diproyeksikan akan
kembali terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun
2024.

Ketiadaan pengaturan hukum yang memadai dalam mengatasi tantangan yang
dihadirkan oleh penggunaan media sosial dalam kampanye politik di masa
Pemilu dan Pilkada menjadi salah satu faktor yang membuat maraknya
penyebaran hoaks sulit dikendalikan. Pengaturan hukum yang ada hanya dibuat
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU) maupun
Badan Pengawas Pemilthan Umum (Bawaslu) melalui Peraturan Bawaslu
(Perbawaslu). Hal ini dinilai tidak dapat meredam dan mencegah timbulnya
masalah akibat penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, khususnya terkait

kampanye di media sosial.

Berhubung ada dua rezim penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berbeda,
maka penyelenggara juga menyiapkan dua aturan pelaksana yaitu Peraturan
KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU
Kampanye Pemilu), dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 untuk Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
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Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Kampanye Pilkada). PKPU tentang
Kampanye Pemilu dan Pilkada memiliki beberapa perbedaan, seperti jumlah
akun media sosial yang didaftarkan kepada KPU, serta hanya mengatur tentang
mekanisme pendaftaran dan konten yang dilarang.

Ketentuan dalam PKPU Kampanye Pilkada dan PKPU Kampanye Pemilu,
misalnya, secara parsial hanya mengatur jumlah akun yang boleh melakukan
kampanye di media sosial, dan jenis konten yang dilarang. Sedangkan hoaks di
media sosial, seringkali disebarkan bukan melalui akun yang terdaftar di KPU,
tetapi melalui akun bot. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan Bot
adalah program komputer yang melakukan scheduling untuk memposting pesan-
pesan tertentu atau me-retweet dari akun-akun tertentu sesuai target isu dan waktu
tertentu. Mereka menggunakan program untuk saling retweet dan posting materi-
materi yang sudah disiapkan. Biasanya akun bot ini tidak berinteraksi dengan
akun-akun umum, namun hanya dengan akun-akun tertentu saja. Tujuannya
untuk mengangkat satu tagar khusus atau menyebarkan pesan tertentu yang ada

dalam rilis lewat meme atau infografis (mediakernels.com, 6/3/2023).

Akun bot biasanya dibuat oleh satu kelompok khusus. Tidak ada akun rea/ atau
anonim yang berani memposting serangan-serangan black campaign pada
Pemilihan Presiden (Pilpres), maka yang memposting adalah akun-akun bot.
Setelah isu menjadi ramai, barulah akun-akun anonim dan real ikut terlibat. Jadi,
akun bot sangat berguna dalam memulai sebuah isu, narasi, atau mengamplifikasi
narasi yang sudah ada agar menjadi lebih ramai lagi (mediakernels.com,
6/3/2023).

Seperti yang telah disampaikan di atas, setelah akun bot memposting narasi atau
isu, berikutnya diikuti amplifikasi oleh akun-akun anonim dan real. Salah satu
pihak yang berperan dalam amplifikasi berita hoaks pada musim Pemilu adalah
pendengung (buzzer) politik. Mereka merupakan pihak yang melakukan
penggiringan opini hingga penyebaran isu secara terorganisasi (kumparan.com,
12/2/2021). Istilah buzzer berawal dari buzz marketing, yaitu promosi yang
memaksimalkan word-of-mouth dari suatu produk atau fenomena secara viral
menggunakan teknologi, baik berupa percakapan pribadi atau diskusi skala besar
di platform media sosial. Ini adalah praktik yang menghubungkan influencer dan
mereka yang memiliki banyak kontak di lingkaran yang berbeda (Mohr, Iris
dalam Handini, V. A., & Dunan, A. 2021).
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Buzz marketing mengacu pada strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik
perhatian pelanggan dan influencer lainnya untuk memperkuat pesan pemasaran
sehingga pembicaraan tentang merek, produk, atau layanan menjadi menghibur,
menarik, dan layak diberitakan (Tangel, dalam Handini, V. A., & Dunan, A.
2021). Para aktor politik yang mengikuti kontes Pemilu berlomba-lomba
melakukan buzz marketing dengan melibatkan buzzer secara organik dalam tim-
tim sukses mereka. Buzzer diartikan sebagai tindakan pribadi atau kolektif sebagai
“otak” atau pencipta wacana/isu yang dibicarakan oleh netizen di dunia maya.
Mereka disebut buzzers karena mereka harus mendengungkan suatu isu atau
wacana untuk diterima dan ditangkap publik sebagai konstruksi pemikiran (Jati,
dalam Handini, V. A., & Dunan, A. 2021).

Terkait dengan kampanye politik di media sosial, Pasal 27 ayat (2) Peraturan
Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu juga melakukan pengawasan
terhadap akun media sosial yang tidak didaftarkan oleh peserta Pemilu. Namun,
tidak terdapat kewenangan lebih lanjut dari Bawaslu untuk menindak akun-akun
penyebar hoaks tersebut.

Selain itu, pengaturan terhadap pengawasan akun media sosial yang tidak
didaftarkan oleh peserta Pemilu menggambarkan adanya ketidakharmonisan
antara PKPU dengan Perbawaslu yang mengatur tentang kampanye. Persoalan
muatan isi yang belum lengkap dan tidak harmonisnya antara PKPU dan
Perbawaslu membuat proses penegakan hukum bagi akun media sosial penyebar
hoaks masih belum berjalan dengan baik. Ditambah lagi dengan masih minimnya
pemahaman penyelenggara Pemilu dan Pilkada di daerah tentang mekanisme
pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye politik di
media sosial. Meningkatkan pemahaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,
serta melakukan penataan terhadap regulasi hukum kampanye politik di media
sosial menjadi hal yang penting untuk melawan hoaks pada penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Dalam penelitian ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
(T1II), menjadikan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
bagian dalam penelitian. Berdasarkan data tentang Indeks Kerawanan Pemilu
(IKP) 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, sub-dimensi kampanye skor rata-
rata nasional sebesar 60,42, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan
skor 61,81 dan Sumatera Barat mendapatkan skor 61,29.
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Pertanyaan Penelitian

Ketika mengaitkan aspek kerawanan Pemilu dan permasalahan intoleransi di
konteks daerah yang menjadi fokus penelitian ini, ibu kota dari kedua provinsi
tersebut masuk dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah pada Indeks Kota
Toleran tahun 2021 dari Setara Institute. Pada Indeks Kota Toleran 2021, Kota
Makassar menempati posisi 85 dengan skor 4,52. Sedangkan Kota Padang
menempati peringkat 87 dengan skor 4,46 (Setara Institute, 2022).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, TII mengajukan pertanyaan penelitian
sebagai berikut, dan berupaya memberikan analisis serta rekomendasi kebijakan
dengan memperhatikan aspek normatif dan kontekstual mengenai kebijakan

terkait kampanye politik di media sosial dan dinamika implementasinya.

Pertanyaan Penelitian

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menjawab
pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dengan melihat aspek normatif dan
kontekstual mengenai kebijakan terkait kampanye politik di media sosial, baik

dari sisi regulasi maupun implementasi kebijakannya.

Makalah kebijakan ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut, yang
berkaitan dengan pengaturan hukum tentang pelaksanaan kampanye politik di
media sosial dalam Pemilu dan Pilkada:

* Bagaimana pengaturan hukum dan implementasi pelaksanaan kampanye

politik di media sosial dalam Pemilu dan Pilkada selama ini?

* Apa rekomendasi untuk rancangan penataan terhadap pengaturan hukum
kampanye politik di media sosial untuk persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak

Tahun 2024 agar dapat berjalan secara informatif dan edukatif?

Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi dalam melakukan penataan
terhadap pengaturan hukum terkait kampanye politik di media sosial dalam
persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 agar dapat
berjalan secara informatif dan edukatif.
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2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini ada dua. Pertama, mendorong komitmen
penyelenggara Pemilu untuk melakukan perubahan terhadap PKPU tentang
Kampanye Pemilu dan Pilkada, dan perubahan terhadap Perbawaslu tentang
Pengawasan Kampanye Pemilu dan Pilkada. Kedua, mendorong dukungan
publik terhadap urgensi pengaturan regulasi tentang kampanye politik di media
sosial pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kerangka Teori

1) Teori Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini menggunakan teori peraturan perundang-undangan sebagai salah
satu rujukan untuk menganalisis topik terkait pentingnya aturan hukum untuk
menata kampanye politik di media sosial. Sebagai sebuah analisis peraturan
perundang-undangan, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan
sebagai produk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Indrati, 2007). Bingkai
teoritik ini penting untuk mengkaji penataan kampanye politik di media sosial
dan dapat diterjemahkan dengan tepat, terencana, terpadu, dan berkelanjutan
dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban

para pihak terkait.

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pada undang-undang a
quo dijelaskan bahwa pembentukan sebuah undang-undang sebagai legal policy
pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Selain memuat tentang proses pembentukan produk hukum, UU P3 juga memuat

tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

A. Hamid S. Attamimi yang mencoba membandingkan teori Hans Kelsen dan
teori Hans Nawiasky dengan struktur hukum yang berlaku di Indonesia,
menyebutkan bahwa pada dasarnya jenis dan hierarki dari peraturan perundang-
undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3
menganut teori hierarki yang dikemukakan oleh Kelsen. Tata urutan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut (Apendi,
2021):
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat
(1) UU P3, Pasal 8 ayat (1) undang-undang a quo menyebutkan jenis peraturan
perundang-undangan lain yang mencakup: peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi
(MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia
(BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/
Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Jenis peraturan
perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas diakui dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dasar keberlakuannya diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk atas dasar

kewenangan.

Norma yang berlaku pada dasarnya bersumber norma hukum yang lebih tinggi
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi,
demikianseterusnyasampaipadasuatunormadasarnegara(Staatsfundamentalnorm)
Republik Indonesia, yaitu: Pancasila (Farida, 2011). Hierarki peraturan
perundang-undangan bertujuan menentukan derajat masing-masing agar tercipta
sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis (adanya keselarasan,
kecocokan, keserasian, keseimbangan), sedangkan tidak harmonis adalah adanya
batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertegangan, dan kejanggalan.

2) Teori Implementasi Kebijakan

Selain meneliti sisi penataan regulasi, TII juga menganalisis implementasi

kebijakan kampanye politik di media sosial dalam Pemilu dan Pilkada selama
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ini. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak
atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi
antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan
kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur, dan
teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Menurut George C. Edward (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan sikap, serta (4)
struktur birokrasi. Penelitian ini membahas temuan terkait topik penelitian ini,
terutama dari aspek penerapan kebijakan dengan menganalisis empat variabel
tersebut.

Variabel komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi
berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan
lain-lain, dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak
menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka
yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Untuk
menerapkan kebijakan sebagaimana mestinya, penting untuk memastikan agar

petunjuk pelaksanaan jelas dan dipahami.

Variabel kedua adalah sumber daya karena perintah-perintah implementasi
mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten hanya jika para pelaksana
tidak kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk implementasi kebijakan.
Sumber-sumber daya yang penting meliputi: kecukupan atau kualifikasi,

kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana.

Variabel ketiga adalah disposisi dan sikap, yaitu sikap para pelaksana yang
mendukung kebijakan. Jika para pelaksana bersikap mendukung suatu kebijakan,
maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila tingkah laku
atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses

pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Variabel terakhir adalah struktur birokrasi yang disadari atau tidak memilih
bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan
masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk dalam
menjalankan kebijakan tertentu.
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3) Teori Kampanye Politik

Kampanye politik menurut Cangara (2009) adalah mobilisasi dukungan terhadap
seorang kandidat. Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan
untuk mempengaruhi pemilih agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku
sesuai dengan kehendak atau keinginan kandidat sebagai pemberi informasi.
Lebih jauh, kampanye politik merupakan salah satu jenis kegiatan kampanye
yang berorientasi pada calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik
(Candidate-Oriented Campaign), yang ditujukan meraih dukungan sebanyak-
banyaknya dari masyarakat (Larson, dalam Ruslan 2008).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang
ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan
visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta Pemilu. Lebih lanjut, pada Pasal
267 ayat 1 disebutkan bahwa kampanye Pemilu merupakan bagian dari

pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Kampanye Politik dan Media Sosial

Lebih jauh, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye merupakan salah
satu konsekuensi dari perkembangan teknologi. Kini dengan perkembangan
teknologi internet yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan
masyarakat. Interaksi dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet
sebagai media informasi dan komunikasi ini pada akhirnya memunculkan ruang

interaksi baru bagi warga negara, yaitu dikenal dengan media sosial.

Media sosial pada dasarnya dipahami sebagai web atau platform berbasis seluler
yang memungkinkan komunikasi dan interaksi dua arah melalui konten buatan
pengguna. Media sosial adalah media yang tidak hanya berasal dari satu sumber
atau disiarkan dari situs web statis, namun merupakan media pada platform
khusus yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat
(“menghasilkan”) konten dan berinteraksi dengan informasi dan sumbernya.
Media sosial juga mengandalkan internet sebagai mediumnya. Penting untuk
diperhatikan bahwa tidak semua situs atau platform internet memenuhi definisi
media sosial, karena beberapa situs web tidak menyediakan interaktivitas dengan

audiens. Sementara, yang lain mengizinkan pengguna hanya untuk mengirim
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komentar sebagai reaksi terhadap konten yang diterbitkan tertentu sebagai
posting diskusi (atau “utas”) yang dimoderasi dan dikontrol (Shah, 2015).

Pada perkembangannya, banyak platform media sosial juga mengizinkan
anonimitas dan menyediakan sarana untuk berkomunikasi — seringkali dengan
kelompok besar — melalui saluran terenkripsi (Puddephatt, 2019). Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah jaringan komunikasi yang
digunakan oleh pengguna secara interaktif, seperti Facebook, Twitter, dan
Instagram. Selanjutnya, media sosial berkembang menjadi saluran komunikasi

besar yang dapat terenkripsi, seperti halnya platform WhatsApp dan Telegram.

Perkembangan media sosial ikut membawa persaingan partai politik ke kancah
medan perang baru. Mengenai hubungan antara media sosial dan kampanye
partai politik, Andrew Chadwick (2006) menyebutkan ada tiga poin bagaimana
penggunaan media sosial dapat mempengaruhi lanskap partai politik. Pertama,
media sosial meningkatkan kompetisi partai. Partai-partai baru yang marjinal
dan gerakan politik non-partai dapat memanfaatkan media sosial untuk
meningkatkan visibilitas mereka. Dalam banyak kasus, partai-partai kecil yang
memiliki sumber daya terbatas dan tidak memiliki pengaruh dalam Pemilu dapat
menggunakan media sosial dengan murah serta mudah diakses daripada
teknologi komunikasi lainnya, sehingga mereka dapat bersaing dengan partai-
partai besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan
partai politik kecil untuk menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai
besar.

Selanjutnya, media sosial dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap
pemimpin politik dan kandidat. Media sosial memfasilitasi adanya interaksi
antara kandidat dan pendukung mereka sehingga masyarakat memiliki akses
lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada kandidat yang telah didukungnya.
Interaksi ini dapat membantu politisi memperbaiki program politik mereka
menanggapi tuntutan dan harapan para pendukung yang diungkapkan melalui
media sosial. Pada saat yang sama, partai politik dapat mengkoordinasikan
pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka.
Misalnya, pada saat-saat penting dalam kampanye dan penggalangan dana. Hal
inilebih cenderung memotivasi orang untuk terlibat secara politik dan mendukung
kandidat mereka secara lebih aktif.
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Terlepas dari tren baru ini, Chadwick mengidentifikasi titik kunci yang ketiga,
yaitu sebagai adaptasi kelembagaan akibat pergeseran bentuk aktivitas politik ke
media sosial. Partai politik harus memanfaatkan media sosial dengan
mereproduksi tren yang sama seperti dalam politik offline. Partai politik dan
kandidat dapat membuat teknik komunikasi lebih efektif melalui media sosial.

Metodologi Penelitian

Studi ini didasarkan pada metode kualitatif dengan pendekatan topik melalui
studi dokumen dan wawancara semi terstruktur yang mendalam dengan informan
terkait. Penelitian kualitatif diterapkan karena kemampuannya untuk
memberikan wawasan yang lebih dalam dan memperkuat temuan (Denzin dan
Lincoln, 1994 dalam Wahyuni, 2015). Secara umum, pendekatan kualitatif
menekankan pada proses berpikir induktif dengan mengacu pada pola-pola
tertentu yang mengarah pada pola-pola umum. Penelitian kualitatif dapat
diartikan sebagai jenis penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan
data yang diperoleh secara mendalam dengan memberi makna pada data dan
mengolahnya sehingga dapat dipahami (Neuman, 2014).

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan
penelitian dengan metode kualitatif, dengan kegiatan pengumpulan data melalui
studi dokumen dan in-depth semi-structured interview. Penelitian dilakukan secara
etis dan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Instrumen penelitian
ditinjau melalui proses perizinan etis (ethical clearance). TII memastikan untuk
menjaga standar akademik dalam melakukan penelitian ini, termasuk dalam
perlakuan etis subjek manusia, dan melakukan penelitian yang sesuai. Upaya
untuk mempertahankan penelitian etis tertanam dalam keseluruhan proses
penelitian ini, misalnya dengan memberikan informasi penelitian dan lembar
kesediaan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini kepada para pihak
terkait.

Dalam proses penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data secara detail
dari informan, selanjutnya temuan tersebut dikembangkan menjadi pola dan
teori. Proses pengembangan temuan lapangan menjadi pola dan teori tersebut
dibantu dengan pengalaman pribadi peneliti, atau dengan literatur terdahulu
yang memiliki fokus penelitian yang sama (Creswell, 2014). Untuk mendapatkan
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data terkait kebutuhan penelitian ini, TII menggunakan metode studi dokumen
dan wawancara mendalam semi terstruktur. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Desember 2022 hingga bulan Maret 2023, dengan pengumpulan data di tiga
kota, yaitu Jakarta, Padang, dan Makassar.

1) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah proses pengumpulan dan penelaahan data dari pelbagai
literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang relevan dengan
masalah atau tujuan penelitian (Babbie, 2013). Studi dokumen penting untuk
menemukan dan menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan praktik tentang
topik ini. Lindsay Prior (2004) berpendapat bahwa dokumen menunjukkan
hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut akan
dianalisis dengan mempertimbangkan interaksi manusia yang ada di bawah teks
(Prior, 2004, p. 388). Dalam penelitian ini, TII juga menyelidiki apa yang tertera
dalam literatur dan melakukan cross-check temuan dengan referensi lain dan
memvalidasinya melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk
kontekstualisasi penelitian dan temuan terkait dengan penelitian ini.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa studi dokumen penting untuk dilakukan.
Pertama, dengan mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya, peneliti dapat
mengetahui di mana letak kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Kedua,
informasi yang didapat dari studi dokumen akan membantu peneliti dalam
proses pengambilan data, misalnya ketika berhadapan dengan informan
penelitian. Studi dokumen juga akan membantu peneliti untuk mengajukan
pertanyaan yang relevan dengan informan, sehingga memungkinkan mereka
untuk memberikan informasi/data yang lebih banyak dan relevan dengan fokus
penelitian. Ketiga, melakukan studi dokumen artinya menghormati waktu
informan dan berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dengan
terbatasnya waktu yang dimiliki oleh informan, peneliti harus pandai
memanfaatkan waktu dengan memahami permasalahan umum penelitian

sebelum bertemu dengan informan (Travis, 2016).

Dari studi dokumen ini, data yang ditemukan digunakan sebagai landasan dalam
memahami konteks permasalahan yang ada di lapangan, juga untuk membangun
pertanyaan penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam melakukan
observasi yang sesuai dengan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan

dalam penelitian ini.
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2) Wawancara Mendalam Semi Terstruktur (In-depth semi-
structured interview)

In-depth semi-structured interview berusaha memunculkan narasi yang mendalam
dengan cara mengubah pertanyaan penelitian menjadi ajakan bagi informan
untuk bercerita (Hollway & Jefferson, 1997). Proses wawancara ini biasanya
dilakukan dengan melakukan percakapan sewajar mungkin. Dalam in-depth semi-
structured interview, panduan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data
yang serupa antara satu informan dengan informan lainnya. Panduan wawancara
juga menciptakan keteraturan, sebab peneliti mengacu pada satu set pertanyaan
yang telah ditentukan (Bridges et al., 2008). Namun, proses wawancara biasanya
dilakukan dengan fleksibel. Peneliti dan juga informan memiliki kebebasan
untuk bertanya dan meminta klarifikasi lebih lanjut atas informasi yang telah
diberikan. Peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi pertanyaan
baru yang tidak dipertimbangkan kemunculannya (Berg, Corbetta, Griffee, dan
Ryan et al., dalam Shamir et al., 2019).

Selain itu, peneliti juga memiliki kebebasan untuk memvariasikan urutan
pertanyaan, tergantung pada arah wawancara. Informan juga memiliki
keleluasaan dalam menyampaikan pandangannya, yang nantinya juga akan
dianalisis dan diseleksi relevansinya dengan tujuan penelitian ini. Hal tersebut
dilakukan untuk mengembangkan gaya percakapan dan membuat proses
wawancara menjadi nyaman. Langkah tersebut boleh dilakukan selama proses

wawancara masih berfokus pada data yang ingin digali.

Terkait dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, wawancara dilakukan
untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan implementasi kebijakan yang
sudah ada, baik dari sisi konten maupun konteksnya. Selain itu, temuan dari
wawancara juga digunakan untuk mengkaji permasalahan regulasi yang sudah
ada dalam menjawab tantangan seputar kampanye politik di media sosial,
termasuk soal disinformasi Pemilu, kampanye hitam, ujaran kebencian berbasis
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan lain-lain. TII mewawancarai
berbagai narasumber, seperti KPU dan Bawaslu pusat serta daerah, aktivis pegiat
Pemilu dan demokrasi, akademisi, dan jurnalis. Jumlah narasumber yang
diwawancarai untuk penelitian ini berjumlah 20 orang, dengan rincian 8
narasumber di Jakarta (DKI Jakarta), 6 narasumber di Kota Padang (Sumatera
Barat) dan 6 narasumber di Kota Makassar (Sulawesi Selatan), seperti yang
tertera dalam Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Daftar Informan

Afiliasi Jumlah Narasumber

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2

Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Aktivis Pegiat Pemilu dan Demokrasi

Jurnalis

Wl w| o] o] o~

Akademisi

Total 20

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan makalah penelitian ini,
pertimbangan pemilihan kedua provinsi tersebut didasarkan kepada Indeks
Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Pada IKP
2019 sub-dimensi kampanye skor rata-rata nasional sebesar 60,42, sementara
Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan skor 61,81 dan Sumatera Barat
mendapatkan skor 61,29. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala
hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses Pemilu

yang inklusif dan benar.

Bawaslu menyusun IKP 2019 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi
utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi
tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan Pemilu yang bebas
dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP 2019 menggunakan 3 kategori
kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Melalui kategori-
kategori tersebut, diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat
membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang

terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Selain 1itu, ketika mengaitkan aspek kerawanan Pemilu dan permasalahan
intoleransi di konteks daerah yang menjadi fokus penelitian ini, ibu kota dari
kedua provinsi tersebut juga masuk dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah
pada Indeks Kota Toleran tahun 2021 dari Setara Institute. Pada Indeks Kota
Toleran 2021, Kota Makassar menempati posisi 85 dengan skor 4,52. Sedangkan
Kota Padang menempati peringkat 87 dengan skor 4,46 (Setara Institute, 2022).
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Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu tahun 2019 dan Indeks Kota
Toleran tahun 2021 dari Setara Institute tersebut, menjadi pertimbangan
penentuan lokasi penelitian ini, serta bagian dari konteks daerah penelitian yang
kami coba gali lebih lanjut melalui wawancara mendalam semi-terstruktur
kepada penyelenggara Pemilu, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil
setempat. Hasil wawancara semi-terstruktur mendalam ini memberi informasi
tentang konteks topik penelitian ini, yang dianalisis secara kualitatif dengan
mengaitkannya dengan temuan dari studi pustaka yang dilakukan dalam
pengumpulan data dalam penelitian ini untuk melengkapi analisis hasil penelitian
ini, baik dari aspek konten dan konteks kebijakan. Berikut penjelasan lebih lanjut

mengenai analisis data dalam penelitian ini.

3) Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif akan berjalan seiring dengan
berjalannya bagian/proses lain dalam penelitian (Creswell, 2014). Misalnya, saat
proses wawancara dilakukan, peneliti dapat menganalisis data/ hasil wawancara
dengan menuliskannya pada memo dan pada akhirnya catatan tersebut dapat

dimasukkan menjadi sebuah narasi dalam laporan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, biasanya data berupa teks maupun gambar sangat
padat dan kaya. Oleh karena itu, tidak semua data dapat digunakan dalam
penelitian ini. Dalam menganalisis data, peneliti perlu memisahkan antara data
yang diperlukan atau tidak. Dengan begitu, maka proses analisis data akan lebih
fokus, sehingga peneliti akan lebih mudah untuk menginterpretasikan data/

informasi di lapangan ke dalam sebuah tema/konsep.

Dalam penelitian ini, TII menganalisis berbagai data yang ditemukan dari studi
pustaka dan wawancara mendalam semi terstruktur. Peneliti fokus pada data
yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian awal ini. Dengan
fokus pada data tertentu, peneliti akan lebih mudah dalam mengkonseptualisasi
dan menginterpretasi makna dari data yang ada. Peneliti mencoba
mengkonseptualisasikan temuan di lapangan menggunakan beberapa konsep
yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam prosesnya, peneliti juga
melakukan konfirmasi kepada para narasumber ketika diperlukan, mengingat
hasil penelitian ini juga merupakan buah karya kerja bersama antara peneliti dan

para peserta penelitian ini.
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1) Dinamika Kampanye Politik di Media Sosial dan Kebijakan
Terkait

Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah meningkatnya pengguna internet
Indonesia, media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan untuk
menyalurkan pendapat warganet. Dalam laporan bertajuk Profil Internet
Indonesia 2022, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),
menyatakan jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet
pada kurun 2021- 2022 mencapai 210 juta orang. Jika dibandingkan sebelum
pandemi, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta orang.
Dengan kata lain, selama wabah merebak jumlah masyarakat yang mengakses
internet diperkirakan bertambah 35 juta orang. Laporan APJII menunjukkan
tingkat penetrasi internet pada periode sama mencapai 77,02 persen. Sebagai
perbandingan, pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet masih 64,80 persen,
dan pada periode tahun 2019 - 2020 sekitar 73,70 persen.

Di Indonesia, media sosial telah menjadi aspek penting dalam kampanye Pemilu,
baik kampanye Pilkada, Pemilu Legislatif, maupun Pemilihan Presiden dan
wakil Presiden. Hal ini dikarenakan media sosial menyediakan ruang yang
memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi, sehingga memberikan
kesempatan yang sama bagi warga muda, terutama aktivis politik muda, untuk
menyalurkan suara mereka. Oleh karena itu, munculnya Internet dan media
baru di ranah politik Indonesia memberi mereka ruang yang sangat dibutuhkan
untuk terlibat dengan publik sebagai konstituen mereka (Saraswati, 2016).

Penggunaan sosial media sebagai alat kampanye di Indonesia diawali dari
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Keenam pasangan kandidat yang bersaing
telah secara intensif menggunakan media sosial. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)
- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangkan Pilkada dengan melakukan
kampanye melalui video di YouTube dan akun Twitter, serta Facebook. Hal ini
memungkinkannya untuk menjangkau jutaan pemilih, terutama kaum muda
(Picard and Chang, 2014).

Besarnya dukungan pada pasangan ini di media sosial dinilai menjadi salah satu
faktor yang berkontribusi pada menangnya pasangan ini pada Pilkada DKI 2012
tersebut. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan
Jokowi-Basuki lebih unggul dalam kampanye dan sosialisasi di media sosial.
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Pasangan ini lebih terekspos di media sosial. Dalam hal tatap muka di media
sosial, pasangan Jokowi-Basuki mencapai angka 23,1 persen, sementara
kompetitor utamanya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebesar 20,1
persen. Menurut hasil survei LSI ini, terlihat pola bahwa media sosial lebih
punya efek positif ke Jokowi-Basuki dibanding ke Foke-Nara. Ini mengindikasikan
kelas menengah lebih kuat ke Jokowi, karena yang mengakses media sosial
cenderung kuat di kelas menengah (Fayakhun, 2016).

Pada Pemilu 2014, penggunaan media sosial dalam pemilihan presiden, yang
hanya melibatkan dua kandidat, beresonansi baik di media massa dan luring;
menunjukkan kepada para elit politik dan industri kampanye politik bahwa
kampanye media sosial dapat diterima sebagai mode kampanye yang baru
(Saraswati, 2016). Pengaruh penggunaan sosial media sebagai alat kampanye
menyebabkan tingkat partisipasi politik pemilih mengalami peningkatan
signifikan sebanyak 5 digit persen, dari 70 persen menjadi 75 persen. Fenomena
golongan putih (golput) yang sebelumnya dikhawatirkan meningkat tajam,
ternyata tidak terjadi. Peningkatan partisipasi politik pemilih ini bisa jadi dipacu
oleh kehadiran teknologi digital (media sosial) di dunia politik. Setidaknya, satu
fakta yang penting bahwa jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Legislatif
(Pileg) 2014 mencapai 50 juta pemilih. Artinya, bukan sesuatu yang terlalu jauh
untuk dikorelasikan, jika media sosial mungkin saja menjadi faktor yang
memantik ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi secara politik, karena
politik sudah mulai dekat dengan dunia mereka, yakni dunia digital (Fayakhun,
2016).

Semakin kuatnya pengaruh media sosial telah mengubah cara, gaya dan
pendekatan kampanye partai politik. Kedua kandidat presiden yang bersaing
pada Pemilu 2014, sudah mengetahui kekuatan media sosial untuk kampanye
politik mereka (Abdillah, 2014). Selanjutnya, berdasarkan studi Indriani
Rahmawati (2014) tentang “ The impact of social media use on young adults’ political
efficacy, political knowledge, and political participation towards 2014 Indonesia General
Election”, menunjukkan bahwa pemilih muda di Indonesia telah menggunakan
Facebook untuk memposting status tentang politik (63,4%), posting komentar
tentang politik di dinding teman mereka (74,7%), posting atau berbagi foto,
video, atau tautan tentang politik (57,3%), menulis atau berbagi catatan tentang
politik (52,1%), dan mendiskusikan masalah politik pada pesan (61,7%). Mereka
juga telah menggunakan Twitter untuk memposting tweet tentang politik (55,6%),
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retweeting atau mengutip tweet tentang politik (60,5%), mengikuti politisi atau
partai politik (56,5%), dan berpartisipasi dalam diskusi politik (54,8%).

Tren penggunaan media sosial sebagai alat kampanye kemudian semakin
meningkat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak pasca Pemilu
2014. Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya angka pengguna media sosial di
Indonesia. Berdasarkan data laporan We Are Social, dari kurun waktu tahun
2014 hingga 2023 (Gambar 1), terlihat pertumbuhan angka pengguna media
sosial di Indonesia, walaupun pada laporan tahun 2023, angkanya menurun
dibandingkan pada tahun 2022.
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Gambar 1. Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia (2014-2023)

Sumber: dataindonesia.id, 3 Februari 2023.

Berdasarkan paparan dan data di atas, media sosial telah menjadi alat kampanye
pada Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan di Indonesia. Namun, penggunaan
media sosial juga memunculkan dampak negatif, yaitu penyebaran ujaran
kebencian. Misalnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, berdasarkan data
Kemenkominfo, pengaduan terkait konten ujaran kebencian yang masuk ke
Kemenkominfo dapat mencapai 10.000 pengaduan per hari (kompas.com,
22/02/2018). Pengaruh ujaran kebencian pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan
hanya berdampak pada konstelasi politik di Jakarta. Namun, hal ini juga
berpengaruh di daerah lain, misalnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dampak ujaran kebencian yang masif
dilakukan melalui media sosial pada masa kampanye Pilkada DKI 2017
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memunculkan peningkatan sentimen terhadap kelompok minoritas di Sumatera
Barat. Media sosial sebagai media yang melampaui batas geografis dapat
menyebarkan informasi secara langsung. Panasnya konstelasi politik pada
kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dipenuhi dengan ujaran kebencian
turut mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat pada saat itu (Wawancara
dengan Indira Suryani, Direktur LBH Padang, 30 Januari 2023). Dampak ini
yang kemudian menjadi salah satu persoalan dari aturan kampanye politik di
media sosial.

Selain ujaran kebencian, masifnya penggunaan media sosial dalam kampanye
juga memunculkan dampak lainnya, yaitu meningkatnya berita bohong atau
hoaks. Pada Pemilu 2019, berdasarkan data Kemenkominfo mencatat hoaks
politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama
periode bulan Agustus 2018-23 April 2019. Bulan Maret 2019 menjadi puncak
tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks (katadata.co.id,
25/4/2019). Dampak masifnya penyebaran berita bohong berpengaruh terhadap
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan survei
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 24-31
Januari 2019 dengan melibatkan 1620 responden yang dipilih secara random di
seluruh Indonesia, ditemukan penilaian masyarakat terhadap kinerja
penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu. Terdapat 11 persen responden
yang kurang yakin KPU dapat menyelenggarakan Pemilu 2019. Sedangkan
terdapat 10 persen responden yang tidak yakin terhadap Bawaslu dapat mengawasi
Pemilu 2019 (saifulmujani.com, 10/3/2019).

Lebih lanjut, survei ini juga menemukan tingkat kepercayaan responden terhadap
isu yang bergulir saat itu seperti adanya isu tidak netralnya KPU, kotak suara dari
kardus dan isu adanya 7 kontainer membawa 70 juta surat suara palsu dari China.
Berdasarkan survei SMRC tersebut, ditemukan 13 persen dari total responden
yang mempercayai isu bahwa KPU tidak netral. Selain itu, terdapat 34 persen
responden yang mempercayai pemakaian kotak suara dari kardus mempermudah
kecurangan dalam Pemilu 2019. Sedangkan untuk isu terkait 7 kontainer hanya
4 persen responden yang mempercayainya (saifulmujani.com, 10/3/2019).
Dampak dari penyebaran berita bohong melalui media sosial juga turut
menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat di tingkat daerah, misalnya saja di
Sumatera Barat (Wawancara dengan Izwaryani, Anggota KPU Provinsi
Sumatera Barat, 30 Januari 2023).

19



Temuan dan Pembahasan

Dissisilain, penegakan hukum terhadap hoaks selama tahun politik menyebabkan
meningkatnya kriminalisasi terhadap kelompok kritis dengan menggunakan
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
dilakukan oleh politisi maupun kandidat dalam Pemilu. Misalnya, suatu kritik
dapat dianggap berita bohong dan termasuk dalam pelanggaran kampanye, maka
kritik tersebut dikenakan UU ITE (Wawancara dengan Indira Suryani, Direktur
LBH Padang, 30 Januari 2023).

Kondisi ini terjadi karena UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, belum
mengatur pidana terkait kampanye di media sosial. Dalam UU Nomor 7 Tahun
2017 di Pasal 491, Pasal 492 dan Pasal 493 mengatur ancaman pidana dan denda
bagi setiap orang yang menghalangi jalannya kampanye, melaksanakan
kampanye di luar jadwal, serta melanggar ketentuan kampanye. Ketentuan
kampanye yang diatur dalam UU tersebut adalah seluruh peserta Pemilu dilarang
mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); melakukan kegiatan
yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang berdasarkan suku,
agama, ras, golongan dan peserta pemilu lain; menghasut dan mengadu domba
perseorangan maupun kelompok masyarakat; dan mengganggu ketertiban umum
(kominfo.go.id, 1/10/2018).

Selain itu juga tim kampanye peserta Pemilu dilarang mengancam untuk
melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan; merusak dan
menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; menggunakan tanda gambar
dan atribut selain yang ditetapkan KPU; serta menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Selebihnya, apabila
pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan di media sosial, maka
penanganannya menggunakan penindakan pidana dengan melibatkan kepolisian
(kominfo.go.id, 1/10/2018). Pihak kepolisian sendiri dalam melakukan
penindakan pidana berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hal ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran dari kelompok masyarakat
sipil (seperti yang disampaikan Indira di atas) adanya kriminalisasi dengan
menggunakan UU ITE, seperti pengalaman yang terjadi pada tahun 2019 yang
notabene merupakan tahun politik.
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Kekhawatiran ini cukup beralasan karena berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak
Digital Indonesia 2019 (2020) dari Southeast Asia Freedom of Expression
Network (SAFEnet), pemidanaan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan
menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE terjadi sepanjang tahun 2019 yang
bertepatan dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Data yang
masuk ke SAFEnet, terjadi 24 kasus pemidanaan dengan UU ITE. Berdasarkan
profesi yang diadukan, media dan jurnalis masih menempati posisi pertama
dengan 8 kasus.

Diposisi kedua, pemidanaan hak berekspresi menimpa aktivis dan warga masing-
masing sebanyak 5 kasus. Posisi berikutnya adalah tenaga pendidik dan artis
masing-masing 3 kasus. Sedangkan dari pelaku pemidanaan yaitu pejabat publik
dan politisi menempati posisi teratas sebagai pelaku pemidanaan hak berekspresi
daring dengan masing-masing 10 kasus. Selain kedua pihak itu, pelaku lainnya
adalah artis (3 kasus), serta kalangan profesional seperti dosen dan dokter (2
kasus) (SAFEnet, 2020).

Tren peningkatan pemidanaan terhadap jurnalis dan aktivis sejak tahun 2018
juga menjadi kekhawatiran tersendiri yang mengancam demokrasi. Munculnya
aparat dan pejabat publik lain sebagai pelaku pemidanaan, menunjukkan bahwa
UU ITE semakin marak disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis
terhadap kebijakan publik. Pemidanaan di ranah digital tersebut seiring dengan
meningkatnya represi terhadap warga yang menyuarakan aspirasinya di tengah
tahun politik dan sesudahnya (SAFEnet, 2020). Oleh sebab itu, melihat kondisi
di atas penting melakukan penataan aturan kampanye politik di media sosial
untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Aturan Hukum Kampanye Politik di Media Sosial dalam Pemilu dan Pilkada

Aturan hukum mengenai kampanye politik dalam Pemilu dan Pilkada termaktub
dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tabel 2 berikut ini memetakan
beberapa ketentuan terkait kampanye politik secara umum, termasuk di media
sosial dalam konteks Pemilu, baik dari konteks undang-undang, maupun
peraturan teknis, seperti PKPU maupun Perbawaslu. Sementara, untuk Pilkada,
terdapat pengaturan yang berbeda, mengingat rujukan undang-undangnya pun
berbeda dari undang-undang yang mengatur tentang Pemilu (lihat Tabel 3).

Meskipun sudah terdapat peraturan yang ada terkait kampanye politik di media
sosial dan perubahan peraturan tentang kampanye politik secara umum, penting
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untuk mendorong adanya peraturan spesifik dan jelas terkait dengan kampanye

di media sosial agar KPU dan Bawaslu dapat menyelesaikan persoalan terkait

ekses negatif dari kampanye di media sosial. Hal ini penting mengingat adanya

kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu UU maupun
PKPU atau Perbawaslu.

Tabel 2. Peraturan Kampanye dalam UU, PKPU,

dan Perbawaslu dalam Pemilu

Temuan dan Pembahasan

UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 23 Tahun 2018 Perbawaslu Nomor 28
tentang Pemilu tentang Pemilu Tahun 2018 tentang Pemilu
Metode Kampanye

UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu

PKPU No. 23 Tahun 2018
tentang Pemilu

Perbawaslu Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pemilu

Definisi Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta
Pemilu atau pihak ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra
diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 35).

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih
dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra
diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 21).

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut
Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program, dan/atau
citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 36).

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

¢. penyebaran bahan kampanye Pemilu
kepada umum;

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

e. media sosial;

f. iklan media massa cetak, media massa
elektronik, dan internet,;

g. rapat umum;

h. debat Pasangan Calon tentang materi
kampanye Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 275 ayat 1).

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan melalui metode:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

¢. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;

e. Media Sosial;

f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam
jaringan;

g. rapatumum;

h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye
Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Pasal 23)

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan
metode Kampanye yang dilakukan oleh
Peserta Pemilu yang terdiri atas:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

¢. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu
kepada umum;

d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di
tempat umum;

e. Media Sosial;

f. iklan media massa cetak, elektronik, dan
internet;

g. rapatumum;

h. debat Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 19 ayat 1).

Definisi Media Sosial

()

Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam
jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan
berbagi konten berbasis komunitas (Pasal 1 angka 33)

Media Sosial adalah kumpulan saluran komu-
nikasi dalam jaringan internet yang digunakan
untuk interaksi dan berbagi konten berbasis
komunitas (Pasal 1 angka 37)

Materi Kampanye

Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan
program Pasangan Calon untuk Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi,
misi, dan program partai politik untuk partai
politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh
calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi,
dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan ¢, visi,
misi, dan program yang bersangkutan untuk
kampanye Perseorangan yang dilaksanakan
oleh calon anggota DPD (Pasal 274 ayat 1).

Materi Kampanye meliputi: . visi, misi, program, dan/
atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, program,
dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk
Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. visi,
misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD
untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh
(alon Anggota DPD (Pasal 19 ayat 1).

Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan
untuk memastikan seluruh materi dan/atau
ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 18
ayat1).

)

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat

(1), disampaikan dengan cara:

a.sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang
santun dan pantas ditampilkan kepada umum;

b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
¢. mendidik, yaitu memberikan informasi yang berman-
faat dan mencerdaskan Pemilih;

d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi-
kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan

e. tidak bersifat provokatif (Pasal 21)

Pengawas Pemilu memastikan seluruh materi
dan/atau ujaran Kampanye disampaikan
dengan cara:

3.50pan yaitu menggunakan bahasa atau
kalimat yang santun dan pantas ditampilkan
kepada umum;

b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan
umum;

¢. mendidik yaitu memberikan informasi yang
bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;

d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang
pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan
Calon lain; dan

e. tidak bersifat provokatif (Pasal 18 ayat 3).

Pengaturan dan Pengawasan Media
Sosial

)

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, harus:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai
agama serta jati diri bangsa;

¢. meningkatkan kesadaran hukum;

d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan
bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan
politik;

e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta
Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari mem-
bangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan
bermartabat; dan

f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golon-
gan dalam masyarakat (Pasal 20).
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Kampanye dapat dilakukan melalui Media
sosial (Pasal 275 ayat 1 huruf e)

Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui me-
dia sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf e. (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh)
untuk setiap jenis aplikasi. (3) Desain dan materi pada
Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
(4) Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. tulisan; b. suara;
¢. gambar; dan/atau

d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang
bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau

tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perang-
kat penerima pesan (Pasal 35 ayat 1-4)

(1) Pengawasan Media Sosial yang dilakukan
oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan
dengan memastikan akun Media Sosial paling
banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi
dan mendapatkan daftar akun Media Sosial
dari KPU sesuai dengan tingkatannya. (2)
Selain melakukan pengawasan akun Media
Sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas
Pemilu melakukan pengawasan akun Media
Sosial yang tidak didaftarkan. (3) Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap kesesuaian antara materi
dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawas Pemilu memastikan akun Media
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib ditutup pada hari terakhir masa
Kampanye (Pasal 27 ayat 1-4).
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UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu

PKPU No. 23 Tahun 2018
tentang Pemilu

Perbawaslu Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pemilu

Temuan dan Pembahasan

Pendaftaran Akun Media Sosial

UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu

PKPU No. 23 Tahun 2018
tentang Pemilu

Perbawaslu Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pemilu

)

(1) Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi
Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2) kepada: a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR;

b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta Pemilu Anggota
DPD dan DPRD Provinsi; dan ¢. KPU/KIP Kabupaten/Kota,
untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2)
Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye. (3) Pendaftaran akun Media
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meng-
gunakan formulir: a. Model FK-MEDSOS.PRES, untuk
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; b. Model
FK-MEDSOS.DPR, untuk Peserta Pemilu Anggota DPR; .
Model FK-MEDSOS.DPD, untuk Peserta Pemilu Anggota
DPD; d. Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk Peserta
Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan e. Model FK-MEDSOS.
DPRD-KAB/KOTA untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota (Pasal 36 ayat 1-3).

()

Iklan Kampanye

Larangan Kampanye

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu
dilarang: a. mempersoalkan dasar negara
Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahaya-

kan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

¢. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon,dan/atau Peserta Pemilu
yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseo-
rangan ataupun masyarakat; e. mengganggu
ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan
atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota mas-
yarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g merusak dan/atau menghilangkan alat
peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut selain dari tanda
gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan; dan

j- menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye
Pemilu (Pasal 280 ayat 1).

Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik-
Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¢. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau men-
ganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampa-
nye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/
atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut
Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye (Pasal 69)

Materi Kampanye tidak memuat antara lain:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

C. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu
yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseo-
rangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan
atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang
lain;

g merusak dan/atau menghilangkan Alat
Peraga Kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan; dan

. menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada Peserta Kampanye
(Pasal 18 ayat 2).

(1) Iklan Kampanye Pemilu dapat
dilakukan oleh Peserta Pemilu di media
massa cetak, media daring, media sosial,
dan/atau lembaga penyiaran dalam
bentuk iklan komersial dan/atau iklan
layanan untuk masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).

(2) Media massa cetak, media daring,
media sosial wajib memberikan kesem-
patan yang sama kepada Peserta Pemilu
dalam pemuatan dan penayangan iklan
Kampanye Pemilu.

(3) Pengaturan dan penjadwalan pemua-
tan serta penayangan iklan Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan oleh media massa cetak
media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran (Pasal 291).

Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye
melalui Iklan Kampanye di media cetak, media
elektronik, media dalam jaringan, dan media
sosial (Pasal 37 ayat 1).

Materi Iklan Kampanye dapat berupa: a.
tulisan; b. suara; ¢. gambar; dan/atau d.
gabungan antara tulisan, suara, dan/atau
gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter,
interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat
diterima melalui perangkat penerima pesan
(Pasal 37 ayat 2).

Iklan Kampanye di media sosial dibatasi mak-
simum secara kumulatif sebanyak 1 (satu) spot
berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik
untuk setiap media sosial setiap hari untuk
iklan di media sosial (Pasal 37 ayat 4 huruf e).

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye
melalui media cetak, elektronik, media dalam jaringan, Media
Sosial dan internet dengan memastikan: a. materi lklan
Kampanye memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu; b.
bentuk/rupa materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud
pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; ¢. pembuatan materi lklan Kampanye harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.
penetapan jadwal penayangan lklan Kampanye Peserta Pemilu
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilaku-
kan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media mas-
sa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran;
e. pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye
Peserta Pemilu yang diatur oleh media cetak, media elektronik,
media dalam jaringan, Media Sosial dikoordinasikan kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan
Lembaga penyiaran; f. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan
dibiayai oleh Peserta Pemilu dengan ukuran atau durasi yang
telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabu-
paten/Kota; g. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau
durasi Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendapatkan
perencanaan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu yang telah
ditetapkan oleh KPU; i. mendapatkan perencanaan Iklan Kam-
panye setiap Peserta Pemilu yang telah diatur dan dijadwalkan
oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan;
dan . Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik, media
dalam jaringan, Media Sosial dan internet dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pengawasan langsung; b. analisis dokumen; dan
¢. membentuk gugus tugas

(Pasal 28 ayat 1 dan 2).

Sanksi

)

Partai Politik yang melanggar larangan
ketentuan Kampanye sebelum dimulainya
masa Kampanye dikenai sanksi administratif,
berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan
atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat
Peraga Kampanye; dan/atau c. penghentian
Iklan Kampanye di media cetak, media elek-
tronik, media dalam jaringan, media sosial,
dan lembaga penyiaran (Pasal 74 ayat 1)

(1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada
Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas
Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi
Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan
Kampanye berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan atau
pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye;
dan/atau c. penghentian klan Kampanye di media cetak,
media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan
lembaga penyiaran (Pasal 46 ayat 1).
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Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan terkait penataan

kampanye politik di media sosial. Pertama, pada aspek definisi kampanye yang

tercantum dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

menyebutkan bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak

ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,
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misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Meskipun pada aturan pelaksana
baik di PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Perbawaslu Nomor
28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu memiliki kesesuaian dalam
definisi kampanye, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan antara

KPU dan Bawaslu khususnya tentang pengaturan frasa citra diri.

Pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018, tidak ada penjabaran khusus terkait citra diri.
Sedangkan pada Pasal 1 angka 25 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dikatakan
bahwa citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur
logo dan/ atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu. Perbedaan ini yang kemudian
mempengaruhi penegakan hukum Pemilu terutama terkait dengan pemenuhan unsur
kampanye. Misalnya dalam pengaturan iklan di luar masa kampanye. Pada Pasal 37
ayat 2 PKPU Nomor 28 tahun 2018 disebutkan bahwa materi iklan kampanye paling
sedikit memuat visi, misi, dan program peserta Pemilu. Namun, pada aturan tersebut
juga tidak disebutkan tentang citra diri. Frasa “paling sedikit” dalam Pasal 37 ayat (2)
PKPU 23 Tahun 2018 di atas bersifat kumulatif, dalam artian untuk dikategorikan
sebagai iklan kampanye Pemilu, materi kampanye Pemilu tersebut minimal harus

memuat unsur “visi, misi, dan program” peserta Pemilu (Tauda, 2019).

Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap materi iklan kampanye peserta Pemilu yang
tidak memuat unsur “visi, misi, dan program” tidak dapat dikategorikan atau tidak
memenuhi unsur normatif sebagai materi iklan kampanye Pemilu. Peserta Pemilu
yang menampilkan citra diri pada iklan kampanye pemilu di luar jadwal yang
ditentukan ataupun dalam jadwal yang ditentukan, baik melalui media cetak,
media penyiaran, dan termasuk di media sosial sangat mungkin tidak dapat dikenai

sanksi pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu (Tauda, 2019).

Jika dikaitkan dengan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye yang dilakukan
kandidat, maka sangat penting untuk mendefinisikan secara jelas yang dimaksud
dengan citra diri dalam aturan kampanye. Kejelasan definisi tersebut akan menentukan
jenis konten di media sosial peserta Pemilu, apakah masuk dalam kategori materi
kampanye atau non-kampanye. Dengan kata lain, masalah definisi tersebut juga

berdampak pada aspek pengaturan materi dan iklan kampanye.

Contohnya, pada Pemilu 2019, Kemenkominfo bersama Bawaslu melakukan
pemantauan di media sosial terkait dugaan pelanggaran pemilu pada masa tenang.

Hasilnya, ditemukan 7 konten yang diduga melanggar Undang-Undang Pemilu
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karena mengandung unsur kampanye (kompas.com, 15/4/2019). Pada masa tenang
ini, Bawaslu meminta platform menutup seluruh iklan kampanye dan menurunkan
konten organik atau tagar yang memuat rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, atau
bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye yang menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilu. Bawaslu juga melarang bahwa setiap orang mengunggah iklan
kampanye, konten organik atau tagar yang memuat kampanye (manado.tribunnews.
com, 15/4/2019).

Namun, kejelasan definisi juga membutuhkan kehati-hatian karena peserta pemilu,
seperti calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden, yang
memiliki konten media sosial yang tidak secara langsung berhubungan dengan
kampanye. Di sisi lain, konten tersebut dapat dilihat sebagai pandangan politik
maupun profil individu tersebut yang dapat menarik perhatian kelompok pemilih
tertentu. Contohnya, kandidat yang memposting aktivitas individu dengan mengikuti
konser musik, melakukan aktivitas olahraga maupun melakukan aktivitas yang

sedang tren di media sosial lainnya.

Aspek definisi media sosial tercantum di Pasal 1 angka 33 PKPU No. 23 Tahun 2018
dan Pasal 1 angka 37 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018. Di kedua peraturan tersebut,
definisi media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet
yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas. Secara
umum, definisi ini memuat tentang karakteristik media sosial sebagai media
komunikasi berbasis internet yang memungkinkan adanya interaksi diantara
penggunanya. Media sosial juga memungkinkan penggunanya membuat konten atau
dengan user-generated content (UGC). Pengguna dapat membuat konten dalam
bentuk teks seperti threads; bentuk visual (seperti infografis, meme, carousel, slide,
graphics interchange format (GIF), kutipan, foto naratif, dan foto kolase) (teknoia.
com, 13/3/2020); bentuk audio, serta berupa audio visual seperti video.

Beberapa platform media sosial juga memberikan ruang bagi pengguna untuk
mengirim komentar dan emoji sebagai reaksi terhadap konten yang dibuat pengguna
lainnya. Selain itu, para pengguna juga bisa menyebarluaskan konten-konten tersebut
ke jaringannya maupun ke platform media sosial lainnya. Pada perkembangannya,
banyak platform media sosial juga mengizinkan akun anonim dan menyediakan
sarana untuk berkomunikasi serta menyebarkan konten melalui saluran terenkripsi,

misalnya melalui WhatsApp dan Telegram.
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Melihat perkembangan di atas, jika mengacu pada definisi media sosial pada PKPU
Nomor 23 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018, maka definisi tersebut
masih belum mengantisipasi perkembangan media sosial. Hal ini akan berkonsekuensi
terhadap pengaturan materi kampanye dan iklan kampanye, serta pengawasannya di
media sosial. Misalnya, dengan mengatur akun anonim dan media sosial yang
menggunakan saluran terenkripsi, seperti WhatsApp dan Telegram. Namun dalam
studi ini, TII menggarisbawahi pentingnya studi lebih lanjut untuk pengaturan terkait
saluran terenkripsi agar implementasinya tepat sasaran dan tetap melindungi

kebebasan berekspresi di media sosial.

Media sosial yang menggunakan saluran terenkripsi seperti WhatsApp merupakan
media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan
laporan We Are Social per Januari 2023, persentase pengguna aplikasi tersebut di
Indonesia mencapai 92,1 persen (dataindonesia.id, 10/2/2023). Namun, aplikasi ini
juga merupakan media yang menjadi sarana penyebaran hoaks di masyarakat.
Contohnya, berdasarkan data Kemenkominfo dari bulan Agustus 2018 sampai 21
Januari 2019, Kemenkominfo menerima laporan hoaks yang disebarkan melalui
WhatsApp sebanyak 43 konten (kominfo.go.id, 24/1/2019).

Sedangkan akun anonim, Ismail Fahmi mengatakan bahwa akun anonim adalah akun
yang dipegang oleh real user Tetapi nama akun, dan profile picture itu tidak
menggambarkan orang yang memegang akun tersebut, makanya disebut dengan
anonim. Akun anonim bisa berinteraksi melakukan engagement dengan akun-akun
biasa. Seperti halnya dengan akun natural biasa. Dalam konteks penyebaran hoaks,
akun anonim biasanya terlibat menyebarkan setelah isu itu menjadi ramai di media
sosial (mediakernels.com, 6/3/2022).

Sejalan dengan Ismail Fahmi, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
(Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyatakan hoaks sering kali disebarkan lewat
akun-akun anonim atau akun tanpa identitas. Hal ini menjadikannya sulit untuk
menelusuri sumber hoaks. Meski anonim atau tanpa identitas, bisa saja akun tersebut
memiliki pengikut yang banyak, bahkan sampai ribuan orang. Dan, akun tersebut
malah jadi panutan ribuan orang. Itu sebabnya, Septiaji Eko Nugroho menyarankan
berhati-hati dengan akun anonim. Jika menemukan konten hoaks yang viral dari akun

tanpa identitas, jangan sampai terpengaruh dan perlu hati-hati (suara.com, 5/8/2021).

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperjelas definisi media sosial yang dapat

memuat perkembangan media sosial itu sendiri sehingga definisi tersebut dapat
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menjadi norma dalam pengaturan dan pengawasan media sosial sebagai alat kampanye
politik. Namun, patut digarisbawahi bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap
media sosial, termasuk didalamnya media sosial yang menggunakan akun anonim
dan saluran terenkripsi, seperti WhatsApp maupun Telegram, harus tetap menjunjung
tinggi hak privasi dan perlindungan data pribadi. Penyelenggara Pemilu perlu
menemukan formula yang tepat agar jangan sampai pengaturan dan pengawasan ini
menimbulkan masalah baru seperti pelanggaran terhadap privasi dan perlindungan
data pribadi yang diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi.

Terkait dengan aspek metode kampanye, peraturan perundang-undangan yang ada
masih memiliki catatan, baik di level undang-undang, PKPU, dan Perbawaslu. Hal
ini dapat dilihat dalam aspek pengaturan dan pengawasan. Pertama, terkait dengan
pendaftaran jumlah akun media yang diatur dalam Pasal 35 ayat 2 yang mengatur
jumlah maksimal sepuluh akun di setiap jenis aplikasi. Namun, akun yang didaftarkan
ke KPU tidak aktif dan tidak dimaksimalkan oleh peserta Pemilu, serta hanya bersifat
normatif karena secara psikologis peserta Pemilu merasa bahwa akun-akun yang
didaftarkan tersebut diawasi oleh penyelenggara Pemilu (Wawancara dengan Charles
Simabura, Direktur PUSaKO, 31 Januari 2023). Selain itu, pada lampiran PKPU No.
23 Tahun 2018 mengenai formulir pendaftaran akun media sosial hanya merujuk
pada aplikasi yang berbasis microblogging. dan belum mengakomodir aplikasi media
sosial berbasis berkirim pesan yang juga dipergunakan dalam kampanye.

Kedua, terkait dengan penutupan akun media sosial di hari terakhir kampanye dalam
Pasal 35 ayat 6, juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak sesuai dengan
karakter media sosial, yang tidak memiliki batas waktu keberadaan akun dan konten
di dalamnya, serta bergantung pada standar kebijakan Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE), berbeda dengan kampanye konvensional. Selain itu, pasal tersebut
akan merugikan peserta pemilu karena jika aturan ini tetap dipakai, maka seluruh
akun media sosial partai politik maupun para kandidat yang sudah ada selama ini,
tidak akan didaftarkan ke KPU mengingat risikonya bahwa akun-akun yang sudah
besar dengan pengikut yang banyak ini wajib ditutup setelah kampanye selesai.

Ketiga, tidak ada keselarasan pengawasan akun kampanye di media sosial antara di
PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018. Pada Pasal 27
ayat 2 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan bahwa selain melakukan
pengawasan akun Media Sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu
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melakukan pengawasan akun Media Sosial yang tidak didaftarkan. Padahal
seharusnya Perbawaslu mengatur pengawasan yang mengacu pada PKPU.

Perbedaan sikap ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan
Bawaslu terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
khususnya yang mengatur tentang kampanye di media sosial (Wawancara dengan
Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, 1 Februari 2023).

Terkait dengan aspek larangan kampanye, peraturan perundang-undangan yang
ada belum menyebutkan secara spesifik larangan penyebaran hoaks, terutama dalam
kampanye di media sosial. Seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, berdasarkan data
Kemenkominfo, ditemukan 3.801 hoaks sepanjang 2019. Tren peningkatan hoaks
terjadi pada bulan Februari, Maret, dan April seiring dengan berlangsungnya pemilu.
Isu politik mendominasi hoaks tahun 2019, sebesar 922 hoaks. Informasi bohong
yang juga banyak ditemukan berasal dari pemerintahan, dengan temuan 721 hoaks
(databoks.katadata.co.id, 7/1/2020).

Selain itu, ketentuan ini belum mengatur dengan tegas tentang larangan kampanye
yang mendiskriminasi kelompok rentan, seperti terhadap perempuan dan penyandang
disabilitas. Perempuan menjadi sasaran khususnya oleh pelecehan yang dilakukan di
media sosial. Berdasarkan data Amnesty International, hampir seperempat (23 persen)
perempuan di delapan negara demokrasi mengatakan bahwa mereka pernah
mengalami kekerasan atau pelecehan online setidaknya sekali. Demikian pula,
Parlemen Eropa menemukan bahwa seperlima perempuan di Uni Eropa (UE) pernah
mengalami pelecehan seksual secara online. Intimidasi berbasis gender secara online
dapat menjadi cara yang ampuh alat penyensoran diri yang membekukan kebebasan
berbicara dan mengganggu partisipasi demokratis kelompok sasaran. Menurut
Amnesty International, sebagian besar perempuan yang mengalami pelecehan online
mengubah cara mereka menggunakan media sosial—menyesuaikan pengaturan
privasi mereka dan mengubah konten yang mereka posting. Efek demobilisasi dari
pelecehan mungkin sangat akut bagi jurnalis perempuan dan kandidat politik

perempuan (kofiannanfoundation.org, 2020).

Tidak jauh berbeda dengan yang menimpa perempuan, penyandang disabilitas juga
mengalami pelecehan di media sosial. Happy Sebayang, Ketua 1, Pusat Pemilihan
Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) (Wawancara, 13 Januari 2023)
menyatakan adanya kampanye yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas,
khususnya disabilitas mental. Pada kampanye tersebut dikatakan bahwa disabilitas
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mental merupakan pemilih yang tidak punya hak pilih, karena disabilitas mental
adalah orang dengan gangguan jiwa. Kampanye tersebut menggunakan meme yang
menggambarkan disabilitas di pinggir jalan, tidak terurus, bajunya compang-camping,
tidak diperhatikan keluarganya, tidak tahu malam ke mana siang ke mana. Namun,
tidak semuanya disabilitas mental seperti itu. Ada juga disabilitas mental yang
memiliki pekerjaan, mempunyai profesi yang bagus, dan memiliki keluarga yang

harmonis.

Padaaspekiklankampanye, pengaturan kampanye belum mengikuti karakteristik
media sosial. Hal ini dikarenakan aturan tersebut masih menggunakan logika
media konvensional. Pada Pasal 37 ayat 4 huruf e PKPU Nomor 23 tahun 2018
disebutkan bahwa kampanye di media sosial dibatasi maksimum secara kumulatif
sebanyak 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap
media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial. Ketentuan tersebut jelas
tidak relevan dengan media sosial. Meski dalam hal tertentu media sosial juga
menyiarkan video, namun iklan di media sosial tidak terikat dengan waktu siaran
(elsam.or.id, 5/10/2020).

Selain belum sejalan dengan karakteristik media sosial, aturan iklan kampanye
yang ada juga tidak mengikuti perkembangan media sosial. Misalnya, saat ini
salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Tiktok. Pengguna
aktif TikTok di Indonesia sebesar 99,1 juta orang pada bulan April 2022. Jumlah
itu menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat (dataindonesia.id,
12/7/2022). Tiktok adalah media sosial yang penggunanya dapat membuat dan
berbagi konten video. Durasi video yang dapat diunggah ke aplikasi TikTok saat
ini maksimal mencapai 10 menit (kompas.com, 5/3/2022). Jika dikaitkan
dengan ketentuan pada PKPU Nomor 23 tahun 2018, maka aturan iklan
kampanye yang mengatur durasi telah tertinggal dengan perkembangan media
sosial yang ada saat ini. Oleh karena itu, sangat penting aturan kampanye politik
di media sosial yang menyesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan
media sosial.

Berikutnya terkait dengan aspek sanksi, pengaturan ini masih sulit ditegakkan
karena belum detail dan dapat dilaksanakan di lapangan (Laode Arumahi, Ketua
Bawaslu Sulawesi Selatan, 24 Januari 2023). Laode Arumahi juga mengatakan
pengaturan terkait kampanye belum mampu memberikan efek jera terhadap
pelaku pelanggaran kampanye. Hal ini terlihat dengan masih terhitung banyaknya
pelanggaran yang dilakukan pada Pemilu tahun 2019, yaitu sebanyak 15.502
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pelanggaran. Angka pelanggaran ini meningkat pesat jika dibandingkan Pemilu
tahun 2014 dengan 10.754 pelanggaran (JPNN, 25/5/2023). Sedangkan yang
terkait dengan kampanye di media sosial berdasarkan data Bawaslu terdapat
5013 laporan (Puadi, Anggota Bawaslu RI, wawancara pada 24 Januari 2023).

Laode Arumahi (wawancara 24 Januari 2023) mengatakan bahwa yang membuat
efek jera adalah sanksi administratif jika dibandingkan dengan sanksi pidana
yang membutuhkan energi dari Bawaslu. Sanksi administratif yang ditakuti oleh
peserta Pemilu terutama pembatasan kampanye, bahkan mungkin didiskualifikasi
keikutsertaannya sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, perlu didorong
penguatan sanksi administratif selain yang telah ada saat ini. Salah satunya
upaya penguatan sanksi administratif yaitu dengan mempublikasikan pelanggaran
Pemilu yang dilakukan peserta oleh Bawaslu dan dapat diakses publik. Publikasi
pelanggaran ini akan menimbulkan efek disinsentif elektoral bagi peserta yang
melakukan pelanggaran di mata pemilih.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terkait peraturan perundang-undangan
tentang kampanye dalam konteks Pemilu, penelitian ini mencatat bahwa
kampanye politik di media sosial masih belum diatur dengan spesifik dan jelas.
Pengaturan yang kurang memadai ini menunjukkan bahwa pengaturan kampanye
Pemilu masih perlu diatur secara rigid. Artinya, perlu ada peraturan di lembaga
teknis yang sistematis dan konkret terkait larangan dan sanksi kampanye di
media sosial (Wawancara Alni, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, 30
Januari 2023).

Hal tersebut sangat penting, mengingat aturan hukum harus disusun secara
terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip: pasti, baku, dan standar (Sopiani
dan Mubaroq, 2020). Selain itu, dalam sistem norma hukum Negara Republik
Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku harus memenuhi standar
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini pula yang seharusnya
menjadi landasan untuk penataan aturan terkait kampanye di media sosial yang
selaras dan memberi landasan yang kuat bagi para penyelenggara Pemilu.

Demikian pula pengaturan norma mengenai kampanye Pemilu yang diatur
dalam PKPU dan Perbawaslu, selain bersumber pada norma hukum yang lebih
tinggi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, juga idealnya berada dalam suatu kondisi
sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis. PKPU dan Perbawaslu
sebagai peraturan perundang-undangan (regeling) merupakan bagian integral dari
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piramida besar hukum Pemilu dalam sistem norma hukum Negara Republik
Indonesia yang berada dalam suatu sistem hierarkis yang berlapis-lapis dan
berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok.

Sementara, terkait dengan peraturan kampanye dalam UU, PKPU, dan
Perbawaslu dalam konteks Pilkada dapat dilihat secara garis besar dalam Tabel 3

berikut ini.

Tabel 3. Peraturan Kampanye dalam UU, PKPU,
dan Perbawaslu dalam Pilkada

UU No. 1 Tahun 2015, No. 8 Tahun
2015, Dan No. 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota

PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan PKPU No. 11 Tahun
2020 tentang perubahan PKPU No.
4tahun 2017

Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan Perbawaslu No. 12 tahun
2018 perubahan atas Perbawaslu No.

12 tahun 2017

Definisi Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut
Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota (Pasal 1 angka 21)

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut
Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program calon Gubernur dan calon Wakil Gu-
bernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati,
serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota
(Pasal 1 angka 15, PKPU No 4 tahun 2017)

Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program
pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang
bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih
(Pasal 1 angka 20, Perbawaslu No. 12 tahun 2017).

Definisi Media Sosial

()

Media Sosial adalah platform berbasis internet
yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa
saja, yang memungkinkan para penggunanya
berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berko-
laborasi, berbagi, serta menciptakan konten
berbasis komunitas (Pasal 1 angka 28, PKPU
No. 11 tahun 2020).

—
I
~

Materi Kampanye

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan visi
dan misi yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun
tertulis kepada masyarakat. (2) Pasangan
(alon berhak untuk mendapatkan informasi
atau data dari Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan. (3) Penyampaian materi Kampanye
dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan
bersifat edukatif (Pasal 64 ayat 1-3).

(1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib
memuat visi, misi dan program yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/
Kota. (2) Materi Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan se-
cara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
(Pasal 13, PKPU No. 4 tahun 2017).

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/
Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota
dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan
untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran
Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 6 ayat 1, Perbawaslu
No. 12 tahun 2017).
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UU No. 1 Tahun 2015, No. 8 Tahun
2015, Dan No. 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota

PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan PKPU No. 11 Tahun
2020 tentang perubahan PKPU No.
4 tahun 2017

Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan Perbawaslu No. 12 tahun
2018 perubahan atas Perbawaslu No.

12 tahun 2017
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Metode Kampanye

UU No. 1 Tahun 2015, No. 8 Tahun
2015, Dan No. 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota

PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan PKPU No. 11 Tahun
2020 tentang perubahan PKPU No.
4tahun 2017

Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan Perbawaslu No. 12 tahun
2018 perubahan atas Perbawaslu No.

12 tahun 2017

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a.
pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka
dan dialog; ¢. debat publik/debat terbuka
antar pasangan calon;* d. penyebaran bahan
Kampanye kepada umum; e. pemasangan

alat peraga; f. iklan media massa cetak
dan media massa elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perun-
dang undangan (Pasal 65 ayat 1).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
melaksanakan kegiatan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e
dalam bentuk: a. rapat umum, dengan jumlah
terbatas; b. kegiatan kebudayaan berupa
pentas seni, panen raya, dan/atau konser
musik; . kegiatan olahraga berupa gerak jalan
santai, dan/atau sepeda santai;

d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar
dan/atau donor darah; f. peringatan hari ulang
tahun Partai Politik; g. Kampanye melalui
Media Sosial; dan/atau h. Kampanye
melalui Media Daring (Pasal 41 PKPU No
11 tahun 2020).

(1) Pengawasan tahapan Kampanye menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas

Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan. (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap: a. persiapan Kampanye; dan

b. pelaksanaan Kampanye. (3) Pelaksanaan Kampa-
nye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan seluruh metode Kampanye. (4) Dalam
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dibantu
oleh PPL dan Pengawas TPS (Pasal 3, Perbawaslu
No. 12 tahun 2017).

Larangan Kampanye

Pengaturan dan Pengawasan Media Sosial

()

Kampanye melalui Media Sosial dilakukan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
(Pasal 47 ayat 1, PKPU No. 11 tahun 2020).

Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan
calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan
kampanye melalui media sosial yang didaftarkan
sebagai akun resmi di KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota (Pasal 19 ayat 1, Perbawaslu No.
12 tahun 2018).

Pendaftaran Akun Media Sosial

()

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dapat membuat akun resmi di Media Sosial
untuk keperluan Kampanye selama masa
Kampanye, dengan ketentuan: a. paling
banyak 30 (tiga puluh) akun resmi untuk
seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur; dan b. paling banyak 20
(dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi,
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota. (4) Pendaftaran
akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk
disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota;

¢. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
tingkatannya; dan

d. Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang komunikasi dan
informatika (Pasal 47 ayat 1 dan 4, PKPU No.
11 Tahun 2020).

(2) Akun resmi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didaftarkan dengan menggunakan formulir
model BC4-KWK kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan
tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.

(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabu-
paten/Kota melakukan pengawasan terhadap akun
resmi yang didaftarkan di KPU.

(5) Selain melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
pengawasan terhadap selain akun resmi.

(6) Pengawasan akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dilakukan terhadap materi
dan/atau ujaran Kampanye yang dimuat dalam
akun (Pasal 19 ayat 2-6, Perbawaslu No. 12 tahun
2018).

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina
seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota,
Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
¢. melakukan Kampanye berupa menghasut,
memfitnah, mengadu domba Partai Politik,
perseorangan, dan/atau kelompok mas-
yarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman
kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perorangan, kelompok
masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman,

dan ketertiban umum; f. mengancam dan
menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan
yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan
alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasili-
tas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan
tempat pendidikan (Pasal 69).

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina
seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pas-
angan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
dan/atau Partai Politik;

¢. melakukan Kampanye berupa mengha-
sut,memfitnah, mengadu domba Partai
Politik,perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman
kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perorangan, kelompok
masyarakat dan/atau Partai Politik; e.
mengganggu keamanan,ketentraman, dan
ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan
kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/
atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemer-
intah dan pemerintah daerah; i. melakukan
kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota; . menggunakan
tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
k. melakukan pawai yang dilakukan dengan
berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di
jalan raya (Pasal 69, PKPU No. 4 tahun 2017).

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang,
agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau
Partai Politik; c. menghasut, memfitnah, mengadu
domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat; d. mengganggu keamanan,
ketentraman, dan ketertiban umum; dan/atau

e. mengancam dan menganjurkan penggunaan
kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari
pemerintahan yang sah (Pasal 6, Perbawaslu No. 12
tahun 2017).

lklan Kampanye

Iklan media massa cetak dan media massa
elektronik (Pasal 65 ayat 1 huruf f).

(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dapat memasang Iklan Kampanye di Media
Sosial. (6) Penayangan Iklan Kampanye di
Media Sosial Sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan selama 14 (empat belas)
hari sebelum dimulainya masa tenang.

(7) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di
Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon
paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap
akun resmi Media Sosial setiap hari selama
masa penayangan Iklan Kampanye sebagaima-
na dimaksud pada ayat 6) (Pasal 47 ayat 5-7,
PKPU No 11 tahun 2020)

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Wali Kota melaksanakan
pengawasan iklan Kampanye di media massa (Pasal
14 ayat 1, Perbawaslu No. 12 tahun 2018).
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UU No. 1 Tahun 2015, No. 8 Tahun
2015, Dan No. 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota

PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan PKPU No. 11 Tahun

2020 tentang perubahan PKPU No.

4 tahun 2017

Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang
Pilkada dan Perbawaslu No. 12 tahun
2018 perubahan atas Perbawaslu No.

12 tahun 2017

Sanksi

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
a sampai dengan huruf h merupakan tindak
pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf

i dan huruf j, dikenai sanksi: a. peringatan ter-
tulis walaupun belum menimbulkan gangguan;
dan/atau b. penghentian kegiatan Kampanye
di tempat terjadinya pelanggaran atau di
seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi
menyebar ke daerah lain. (3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran larangan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan KPU (Pasal 72).

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan
putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota,dikenai sanksi pembatalan
sebagai Pasangan Calon

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan. (2) Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Rel-
awan,atau Pihak Lain yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(Pasal 78, PKPU No. 11 Tahun 2020).

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan
dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemi-
lihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai
dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan
pelanggaran Pemilihan (Pasal 22 ayat 3, Perbawaslu
No 12 tahun 2017).

*) Merujuk pada Perubahan pertama UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam konteks pengaturan Pilkada pada Tabel 3, ada beberapa hal yang perlu
ditinjau. Pada aspek definisi kampanye dalam PKPU dan Perbawaslu, telah
mengatur Kampanye Pemilihan sebagai kegiatan untuk meyakinkan Pemilih
dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota. Namun, perlu dipastikan bahwa pengaturan tersebut
dapat diimplementasikan di lembaga teknis melalui aturan yang lebih rigid
(Wawancara Alni, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, 30 Januari 2023).

Jika dilihat pada aspek definisi media sosial. Pada pengaturan kampanye
Pilkada, definisi media sosial hanya tercantum pada PKPU Nomor 11 Tahun
2020. Pada Pasal 1 angka 28, disebutkan media sosial adalah platform berbasis
internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan
para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi,
serta menciptakan konten berbasis komunitas. Permasalahan dalam aspek
definisi media sosial secara normatif tidak berbeda dengan pengaturan kampanye
di Pemilu, yaitu definisi tersebut belum memuat perkembangan dari media sosial

itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan persoalan dalam aspek pengaturan dan
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pengawasan kampanye yang dilakukan di media sosial pada masa kampanye
Pilkada. Persoalan aspek pengaturan dan pengawasan kampanye juga karena
tidak dicantumkannya definisi media sosial di dalam Perbawaslu pengawasan
kampanye Pilkada. Hal ini akan memunculkan disharmoni dalam pengawasan
kampanye media sosial.

Pada aspek materi kampanye, dalam PKPU dan Perbawaslu tidak ada penjelasan
terkait penyampaian materi kampanye yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
sebagaimana UU Pemilu. Hal ini menunjukkan ketidaktegasan dalam pengaturan
Pilkada yang terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian. Dalam aspek metode,
studi ini mencatat bahwa PKPU sudah mengatur metode kampanye di media
sosial dan media daring. Namun, Perbawaslu belum mengatur pengawasan
terhadap metode kampanye di media daring. Sementara, penting untuk
mencantumkan media daring untuk membedakan penegakan hukumnya dengan
media sosial.

Pada bagian larangan kampanye, peraturan perundang-undangan yang ada
sudah mengatur tentang larangan kampanye dalam Pilkada. Namun, sama
halnya dengan peraturan kampanye di Pemilu, belum ada aturan yang spesifik
tentang larangan penyebaran hoaks, terutama dalam kampanye di media sosial.
Seperti yang terjadi pada Pilkada 2020, Kemenkominfo menemukan 47 isu hoaks
selama Pilkada 2020 (nasional.sindonews.com, 7/12/2020).

Selanjutnya pada aspek iklan kampanye, permasalahan pengaturan iklan
kampanye Pilkada sama dengan pengaturan iklan kampanye di Pemilu, yaitu
aturan yang ada belum sesuai dengan karakteristik dan tertinggal oleh

perkembangan media sosial yang ada saat ini.

Dalam hal pengaturan dan pengawasan media sosial, aspek penting yang
menjadi pembahasan adalah regulasi yang ada belum efektif untuk menyelesaikan
pelanggaran terkait penggunaan media daring dan media sosial dalam kampanye.
Hal ini disebabkan karena akun media sosial yang didaftarkan ke KPU tidak
aktif digunakan oleh peserta Pemilu.

Berdasarkan data yang dihimpun KPU RI, hingga 16 Oktober 2020, terdapat
4.310 akun Facebook yang didaftarkan untuk kampanye pasangan calon Pilkada
2020. Jumlah tersebut mencapai 68 persen dari total akun medsos yang
didaftarkan paslon ke KPU. Kemudian, Instagram menjadi platform terbanyak
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kedua yang digunakan untuk berkampanye. Tercatat, ada 1.113 akun Instagram
(18 persen) yang didaftarkan. Lalu, YouTube sebanyak 287 akun (18 persen),
Twitter 179 akun (3 persen), TikTok 6 akun (0,1 persen), dan 16 akun media
sosial lainnya (0,2 persen). KPU juga mencatat ada sejumlah grup publik yang
didaftarkan, meliputi 236 Facebook Fanpage (4 persen), 120 official website (2
persen), 42 WhatsApp Group (0,7 persen), 3 Blogspot (0,05 persen), 9 official email
(0,1 persen), dan 24 grup publik lainnya (0,4 persen). Secara total, ada 6.375
akun media sosial yang didaftarkan 637 pasangan calon (paslon). Rinciannya,
405 akun (6 persen) didaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur, dan 5.970
akun (94 persen) didaftarkan calon bupati-wakil bupati, serta calon walikota dan
wakil wali kota (kompas.com, 21/10/2020).

Namun dalam prosesnya, KPU memantau bahwa hanya 23 persen paslon yang
menggunakan media daring dan media sosial untuk berkampanye. Sejumlah 77
persen paslon masih menggunakan cara lama dengan pertemuan langsung
dengan alasan lebih efektif. KPU merinci per tanggal 14 Oktober terdapat 4.196
kegiatan kampanye yang digelar di 270 daerah penyelenggara Pilkada, terhitung
sejak tanggal 26 September. Dari angka itu, kampanye daring hanya berjumlah
985 kegiatan. Sementara, kampanye pertemuan tatap muka mencapai 3.211.
Minimnya kampanye daring disebabkan karena keraguan peserta Pilkada
terhadap efektivitas metode tersebut, mengingat di pemilihan-pemilihan
sebelumnya, kegiatan kampanye seperti rapat umum, bazar, hingga konser musik
lebih banyak dilakukan. Metode ini dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat
bertemu langsung dengan calon kepala daerah. Selain itu, masyarakat di daerah
juga umumnya belum familiar dengan kampanye daring. Kemudian, di beberapa
daerah kampanye daring sulit dilakukan karena kendala akses internet (kompas.
com, 21/10/2020)

Pada aspek sanksi, pengaturan ini masih sulit ditegakkan, sama halnya dengan
pengaturan sanksi di Pemilu (Alni, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, 30 Januari
2023; Laode Arumahi, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, 24 Januari 2023). Oleh
karena itu, dibutuhkan sanksi administratif yang lebih kuat untuk memberikan
efek jera kepada peserta yang melanggar. Misalnya, dengan memberikan
pengumuman secara terbuka terkait peserta yang melakukan pelanggaran

kampanye.
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Pelaksanaan kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 sudah
semakin dekat, namun hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lugas dan
tegas terhadap bentuk kampanye di media sosial. Di sisi lain, implementasi
kebijakan terkait aturan hukum atas kampanye di media sosial juga dinamis dan
memberikan tantangan, termasuk bagi para penyelenggara Pemilu. Berikut

elaborasi lebih lanjut mengenai hal ini.

2) Evaluasi Implementasi Kebijakan Kampanye Politik di
Media Sosial dalam Pemilu dan Pilkada

Selain dari sisi regulasi, penelitian ini mencoba melihat dari implementasi
kebijakan pengaturan penggunaan media sosial dalam kampanye dalam Pemilu
dan Pilkada. Menurut Edward (1980), implementasi kebijakan merupakan
proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang
menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya,
bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan,
kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan
kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan
kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan
direncanakan dengan baik. Guna melihat kebijakan tersebut telah berjalan baik
atau sesuai tujuan maka diperlukan evaluasi kebijakan. Edward (1980)
menyebutkan ada empat variabel krusial dalam implementasi, yaitu komunikasi,
sumber daya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut
beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Pada implementasi kebijakan terkait pengaturan kampanye di media sosial yang
diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan
PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota. Selanjutnya, aturan pengawasan diatur oleh Bawaslu dengan
mengeluarkan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilu dan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan teori Edward tentang evaluasi
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implementasi kebijakan, penelitian ini menemukan tantangan dalam variabel

komunikasi.

Pada variabel komunikasi, implementasi kebijakan pengaturan kampanye di
media sosial oleh KPU dan Bawaslu menemukan tantangan, yaitu ketidaksamaan
pandangan di antara perangkat pelaksana kebijakan. Ketidaksamaan pandangan
tersebut muncul karena struktur organisasi yang berjenjang dan proses sosialisasi
yang tidak optimal. Tantangan ini biasa ditemukan dalam struktur birokrasi
sebagai pelaksana kebijakan. Mengutip Winarno (2002) yang menyatakan
adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat,
sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan

yang dijalankan.

Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-
saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-
perintah pelaksana. Hal ini yang juga ditemukan dalam implementasi pengaturan
kampanye di media sosial. Walaupun telah ada mekanisme bimbingan teknis,
tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan adanya ketidaksamaan pandangan dapat
muncul dalam proses implementasinya (Wawancara dengan Lolly Suhenty,
Anggota Bawaslu RI, 1 Februari 2023).

Tantangan dalam variabel komunikasi juga berdampak pada munculnya
tantangan dalam variabel sikap pelaksana. Hal ini yang selanjutnya berdampak
pada implementasi pengawasan di tingkat daerah. Bawaslu di tingkat Provinsi
mengakui bahwa tidak adanya ketentuan yang rigid dalam Perbawaslu Nomor
28 tahun 2018 menyebabkan implementasi tidak berjalan secara optimal.
Bawaslu tingkat daerah harus berhati-hati dalam implementasi Perbawaslu
tersebut sehingga tidak melampaui kewenangannya (Wawancara dengan Laode
Arumahi, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 24 Januari 2023; dan Alni,

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, 30 Januari 2023).

Perbedaan sikap juga terjadi bukan hanya di internal lembaga penyelenggara,
namun juga terjadi antar lembaga penyelenggara baik KPU dan Bawaslu.
Perbedaan tersebut diakui oleh narasumber penyelenggara Pemilu, baik dari
KPU dan Bawaslu (Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU RI, 19
Januari 2023; Puadi, Anggota Bawaslu RI, 24 Januari 2023; dan Lolly Suhenty,
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Anggota Bawaslu RI, 1 Februari 2023). Perbedaan tersebut salah satunya
menyebabkan tidak ada keselarasan pada pengaturan kampanye di media sosial,
seperti yang telah diurai pada bagian temuan regulasi, yaitu antara pengawasan
terhadap akun yang dilaporkan dan di luar akun yang dilaporkan oleh peserta

Pemilu.

Perbedaan sikap ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan
Bawaslu terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
khususnya yang mengatur tentang kampanye di media sosial (Wawancara
dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, 1 Februari 2023). Perbedaan
pandangan juga disoroti oleh narasumber dari kalangan akademisi, yaitu Sri
Budi Eko Wardani, Dosen Universitas Indonesia, dalam wawancara pada 17
Januari 2023; dan Gustiana Kambo, Dosen Universitas Hasanuddin, dalam
wawancara pada 24 Januari 2023). Menurut mereka, perbedaan ini menyebabkan
persoalan dalam proses implementasi kebijakan. Kedua pendapat ini sejalan
dengan pendapat Winarno (2004) yang mengatakan bahwa jika perspektif para
pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi lebih sulit.

Saat ini, upaya dalam membangun komunikasi guna menyamakan sikap atau
persepsi terkait pengaturan kampanye untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
telah dilakukan oleh kedua lembaga penyelenggara Pemilu baik KPU dan
Bawaslu (Wawancara dengan August Mellaz, 19 Januari 2023; Puadi, 24 Januari
2023; Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI, 30 Januari 2023; dan Lolly
Suhenty, 1 Februari 2023). Diharapkan komunikasi yang lebih baik akan
berdampak adanya kesamaan sikap atau persepsi antara KPU dan Bawaslu
rangka proses penyusunan aturan kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Berikutnya, pada penelitian ini juga menemukan adanya tantangan sumber daya
dalam implementasi pengaturan kampanye di media sosial. Implementasi suatu
kebijakan akan terhambat jika terdapat tantangan sumber daya yang diperlukan
dalam proses implementasi kebijakan. Tantangan yang masuk dalam variabel
sumber daya yaitu pertama, faktor kewenangan. Kewenangan dalam sumber
daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk
melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh
sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.
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Perkembangan media sosial yang begitu pesat belum diikuti oleh pengaturan
kampanye media sosial yang komprehensif, termasuk dalam pengaturan
kewenangan dari penyelenggara Pemilu untuk merespon perkembangan tersebut.
Misalnya, aturan PKPU Nomor 23 tahun 2018 dan PKPU Nomor 11 tahun
2020 hanya mengatur jumlah akun resmi. Padahal, akun-akun resmi yang
didaftarkan oleh peserta politik hanya untuk memposting pesan kampanye tanpa

membangun interaksi dengan pengguna media sosial lainnya.

Bahkan di tingkat Provinsi, peserta Pemilu hanya mendaftarkan saja akun-akun
kepada KPU, tetapi mereka tidak menggunakannya dalam kampanye. Hanya di
daerah-daerah tertentu yang intensitas penggunaan kampanye media sosial
cukup tinggi, misalnya di Kota Makassar (Wawancara Gustiana Kambo, Dosen
Universitas Hasanuddin, 24 Januari 2023; Faisal Amir, Ketua Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan, 25 Januari 2023). Masih banyak peserta Pemilu yang memilih
menggunakan kampanye luring dibandingkan kampanye daring menggunakan
media sosial, terutama bagi daerah-daerah yang infrastruktur internetnya belum
baik dan pengguna internetnya tidak terlalu tinggi (Wawancara dengan [zwaryani,
Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, 30 Januari 2023).

Melihat hal ini, jika mengacu pada pendapat Chadwick (2006) terkait penggunaan
media sosial dalam kampanye, kelebihan media sosial dibandingkan media
konvensional adalah media sosial dapat menjadi saluran interaksi dua arah
antara peserta Pemilu (baik partai maupun kandidat) dengan pemilih.
Kecenderungan penggunaan media sosial oleh peserta Pemilu melalui akun
resmi yang didaftarkan hanya satu arah tanpa membuka ruang interaksi dengan
pengguna media sosial lainnya yang notabene adalah pemilih. Walaupun,
terdapat catatan seperti yang diulas di atas, bahwa intensitas penggunaan
kampanye tidak selalu dapat digunakan oleh peserta Pemilu, mengingat belum
meratanya infrastruktur dan pengguna internet, serta media sosial antara daerah
perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Ismail Fahmi (mediakernels. com,
6/3/2023), maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian lebih
banyak dilakukan oleh akun-akun bot, karena tidak ada akun rea/ atau anonim
yang mau memposting karena takut. Dengan demikian, akun bot ini bisa sangat
berguna dalam memulai sebuah isu, narasi, atau mengamplifikasi isu narasi yang

sudah ada agar lebih bergaung. Terkait dengan hal ini, Puadi, Anggota Bawaslu
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RI, (wawancara pada 24 Januari 2023), mengatakan bahwa maraknya pelanggaran
kampanye di media sosial termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian
yang masuk dalam laporan pelanggaran kepada Bawaslu pada Pemilu 2019
mencapai 5013 laporan.

Dari laporan tersebut, Bawaslu kemudian menindaklanjutinya kepada
Kemenkominfo untuk dapat menyampaikan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE), seperti Meta, Twitter, Google, dan lainnya untuk menurunkan
postingan kampanye yang melanggar ketentuan kampanye Pemilu. Hal ini pun
bukan tanpa hambatan, karena seringkali ditemukan adanya perbedaan standar
komunitas yang dimiliki oleh PSE media sosial berbeda dengan pandangan dari
Pemerintah. Upaya untuk menurunkan postingan belum tentu langsung disetujui
oleh PSE media sosial (Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI,
1 Februari 2023).

Lebih lanjut, post di media sosial yang terbukti mengandung hoaks maupun
ujaran kebencian, dilanjutkan Kemenkominfo kepada pihak Kepolisian Republik
Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika peserta Pemilu yang
melakukan pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi administratif untuk peserta Pemilu. Namun, sanksi administratif yang
diberikan oleh Bawaslu kepada peserta Pemilu belum memberikan efek jera.
Bawaslu sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menindak lebih jauh akun di
luar peserta Pemilu (Wawancara dengan Anggota Bawaslu RI: Puadi, 24 Januari
2023; Lolly Suhenty, 1 Februari 2023).

Persoalan lain dalam variabel sumber daya adalah persoalan masih minimnya
jumlah dan kecakapan sumber daya manusia (SDM), serta sarana prasarana
yang dapat menunjang pengawasan kampanye di media sosial. Pada Pemilu
2019, karena keterbatasan tersebut penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)
bekerja sama dengan Kemenkominfo membentuk satuan tugas yang mengawasi
kampanye di media sosial (Wawancara dengan Lolly Suhenty, 1 Februari 2023).
Tantangan keterbatasan SDM dan sarana prasarana ini penting untuk diantisipasi
untuk pengaturan kampanye media sosial pada Pemilu dan Pilkada Serentak
2024 mendatang.
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Sebagaimana teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward (1980),
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah struktur birokrasi. Bagan
berikut ini akan menunjukkan struktur birokrasi yang ada, baik di KPU Pusat
maupun Daerah, begitu juga pada Bawaslu.

KETUA
Divisi Perencanaan, Divisi Sosialisasi, Divisi Data Divisi SDM, Organisasi,
Keuangan, Umum, Pendidikan Pemilih, dan Pendidikan dan Pelatihan,
RumahTangga, dan Partisipasi Informasi dan Penelitian dan
danLogistiik Masyarakat Pengembangan
Divisi Teknis Divisi Hukum dan
Penyelenggaraan Pengawasan

Gambar 2. Struktur Birokrasi KPU Pusat
Sumber: Website KPU RI, 2023.

Berdasarkan Gambar 1, KPU RI memiliki satu ketua dan enam anggota yang
terbagi dalam beberapa penanggung jawab divisi sekaligus koordinator berbagai
wilayah. Satu garis lurus dengan Ketua KPU RI, terdapat Sekretariat Jenderal
yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU RI. Sekretariat Jenderal KPU
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan bertanggung jawab kepada
Ketua KPU. Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas: membantu penyusunan
program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif dan
membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu
perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU,
memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu,
membantu  penyusunan  laporan  penyelenggaraan  kegiatan  dan
pertanggungjawaban KPU, membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal
dan membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh
Deputi Teknis, Deputi Administrasi, dan Inspektorat Utama. Deputi Bidang
Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal KPU dalam
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menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada KPU, dalam
melaksanakan tugas Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi
diantaranya penyiapan dan pelaksanaan dukungan teknis operasional Pemilu
kepada KPU, penyiapan dan pelaksanaan dukungan logistik dan distribusi
Pemilu, fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta
pemberian bantuan hukum, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan
masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu, fasilitasi
penyelesaian sengketa Pemilu dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Jenderal KPU.

Deputi administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal KPU
dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada KPU,
dalam menyelenggarakan tugas Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan
fungsi diantaranya penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan
di lingkungan KPU, pemberian dukungan teknis administratif penyelenggaraan
Pemilu, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan kearsipan, serta pengelolaan keuangan
di lingkungan KPU dan Sekretariat Jenderal KPU, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, koordinasi dan pembinaan
terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan kebijakan teknis pengawasan
internal, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, pemeriksaan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi
Inspektorat Utama dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Sekretaris Jenderal KPU dan/ atau pimpinan KPU.

Terkait dengan struktur birokrasi yang bertugas dalam pengaturan kampanye di
media sosial, di KPU RI berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
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Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, fungsi ini berada di Biro Teknis
Penyelenggaraan Pemilu. Biro tersebut membawahi bagian kampanye dan dana
kampanye. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa Bagian Kampanye dan Dana
Kampanye sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan
fasilitasi pengelolaan kampanye dan pelaporan dana kampanye. Jumlah SDM
yang tersedia pada bagian kampanye sebanyak 3 orang dan pada dana kampanye
sebanyak 4 orang. Namun, jika ada perubahan aturan yang mengatur secara
khusus terkait kampanye media sosial, struktur birokrasi ini tentunya dapat
berubah (Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU RI, 19 Januari
2023).

| KETUA
Tenaga Ahli
Sekretariat Jenderal Bawaslu
Inspektorat Utama
Deputi Bidang Deputi Bidang Dukungan
Administrasi Teknis

Pusat Penelitian, Pengembangan,
Pendidikan, dan Pelatihan

Pusat Data dan Informasi

1. Biro Perencanaan dan 1. Biro Fasilitasi
organisasi Pengawasan Pemilu

2. Biro Keuangan dan 2. Biro Fasilitasi

Sekretariat Bawaslu
Provinsi dan Sekretariat

Barang Milik Negara Penanganan
3. Biro Hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pelanggaran Permilu
Hubungan Masyarakat 3. Biro Fasilitasi
4. Biro Sumber Daya Penyelesaian
Manusia dan Umum Sengketa Proses
Pemilu

Gambar 3. Struktur Birokrasi Bawaslu RI
Sumber: Website Bawaslu R, 2023.

Seperti halnya dengan struktur birokrasi KPU RI, Bawaslu RI juga memiliki
Deputi Administrasi, Deputi Teknis, dan Inspektorat sebagaimana pada Gambar
2. Terkait dengan struktur yang mengawasi pelanggaran kampanye, berdasarkan
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Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum, pengawasan kampanye berada di bawah Divisi
Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi. Divisi tersebut dibantu oleh
Deputi Bidang Dukungan Teknis.

Berdasarkan Pasal 34 ayat a Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Deputi Bidang Dukungan Teknis berfungsi untuk
memberikan dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu,

penanganan pelanggaran Pemilu; dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pada Pasal 35, Deputi Dukungan Teknis terdiri atas; Biro Fasilitasi Pengawasan
Pemilu; Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan Biro Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Gambar 2). Untuk pengawasan kampanye
dilakukan oleh Biro Penanganan Pelanggaran Pemilu. SDM pada Biro ini
sebanyak 31 orang.

Berdasarkan struktur birokrasi yang dimiliki oleh para penyelenggara Pemilu
tersebut, dapat dikatakan bahwa baik KPU RI maupun Bawaslu RI sudah
memiliki struktur birokrasi yang baik dalam mengelola persiapan Pemilu hingga
ke daerah. Struktur birokrasi yang tertera pada situs web penyelenggara Pemilu
menjelaskan peran masing-masing divisi dan garis pertanggungjawabannya (kpu.
go.id dan bawaslu.go.id). Namun, terdapat beberapa catatan dalam struktur
birokrasi terkait dengan sumber daya manusia di tubuh KPU dan Bawaslu.
Pertama, terkait dengan jumlah SDM terampil yang mengatur dan mengawasi
kampanye, khususnya terkait dengan kampanye di media sosial. Idealnya,
diperlukan jumlah SDM yang cukup dan memiliki keterampilan untuk
melaksanakan satu kebijakan. Kedua, pada struktur birokrasi tidak ada divisi
khusus yang menangani permasalahan terkait media sosial. Namun, untuk
menghindari adanya tumpang tindih dengan perangkat negara terkait lainnya,
tidak adanya divisi khusus ini diatasi oleh penyelenggara Pemilu bekerja sama
dengan Kemenkominfo.

Contohnya padatahun 2019, KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo menandatangani

Memorandum of Action mengenai Manajemen dan Pengawasan Konten Internet
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dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Mekanisme dilakukan
dalam dua langkah. Pertama, Bawaslu dan KPU menentukan konten mana yang
tergolong sebagai hoaks untuk kemudian ditangguhkan oleh Kemenkominfo.
Sedangkan mekanisme kedua yakni inisiatif Kemenkominfo untuk mencari jejak
hoaks terkait Pemilu 2019. Nantinya, hoaks akan didiskusikan bersama KPU
dan Bawaslu sebelum ditindak lebih lanjut oleh Kemenkominfo (kominfo.go.id,
31/1/2019).

Kerja sama penyelenggara Pemilu (baik KPU dan Bawaslu) dengan
Kemenkominfo dilakukan karena tidak adanya struktur birokrasi di penyelenggara
Pemilu yang khusus menangani kampanye di media sosial. Padahal, keberadaan
struktur birokrasi dengan ditopang oleh SDM terampil dibutuhkan dalam
menangani kampanye di media sosial. Ketersediaan struktur dan SDM terampil
perlu didorong kepada KPU dan Bawaslu agar dapat optimal dalam mengatur

dan mengawasi kampanye di media sosial.

Lebih jauh, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kampanye di media
sosial adalah tren pelanggaran yang terjadi dalam kampanye di media sosial.
Seiring banyak konten bermuatan hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan
melalui akun bot dan didengungkan oleh akun tanpa nama alias anonim, seperti
yang terjadi di Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019. Akun bot dan
akun anonim tersebut umumnya sengaja dipergunakan agar pengawas pemilihan
sulit mengungkap siapa pemiliknya. Pelanggaran materi kampanye seperti
menghina seseorang, SARA atau, calon lain, serta kampanye menghasut,
memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok
masyarakat biasanya dilakukan menggunakan akun-akun tersebut (Bawaslu,
2020). Upaya penindakan yang lebih mudah dilakukan selama ini adalah
penurunan konten, tetapi penindakan secara pidana menghadapi kendala karena

tidak jelasnya pemilik akun tersebut.

Oleh karena itu, pengawasan kampanye di media sosial sudah seharusnya tidak
hanya terfokus pada akun resmi yang didaftarkan kepada KPU. Dalam Pilkada
2020, Bawaslu mencatat tidak lebih dari 100 akun resmi media sosial yang
digunakan untuk kampanye dalam Pilkada Serentak 2020. Padahal, kampanye
melalui media sosial seharusnya menjadi pilihan tepat dan benar dalam Pilkada
tahun 2020 karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 (Bawaslu, 2020).
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Normalnya media sosial akan menjadi pilihan untuk menghindari kerumunan
dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Pertimbangan lainnya,
pengguna media sosial di Indonesia juga cukup tinggi dan menyentuh hampir
semua lapisan masyarakat. Fakta yang menggambarkan bahwa jumlah 100 akun
resmi media sosial yang digunakan saat kampanye jelas sangat kecil, bahkan
dibandingkan dengan jumlah media sosial yang sudah didaftarkan ke KPU (lebih
dari 6000 akun). Faktanya, jumlah 100 akun yang digunakan untuk kampanye di
media sosial tidak sebanding dengan kegiatan kampanye tatap muka langsung
dengan masyarakat (Bawaslu, 2020).

Minimnya kampanye di media sosial yang menggunakan akun resmi cukup
paradoks dibandingkan tren penggunaan media sosial pada saat ini yang nyaris
menyentuh semua lapisan masyarakat Indonesia. Laporan We Are Social 2023
menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak
212,9 juta orang. Sedangkan jumlah pengguna aktif media sosial sebanyak 167
juta orang atau setara dengan 60,4% dari populasi penduduk Indonesia
(dataindonesia. id, 3/2/2023).

Memperhatikan data di atas, penting untuk mengkritisi pelaksanaan pemilihan
di waktu yang lalu, misalnya ketika Pilkada 2020 mencatat jumlah kegiatan
kampanye yang sangat minim di media sosial yang didaftarkan untuk kampanye
Oleh karena itu, pengawasan kampanye di media sosial seharusnya tidak hanya
fokus di akun-akun resmi yang didaftarkan kepada KPU (Bawaslu, 2020).

Selain itu, walaupun Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan,
namun hal ini masih belum efektif. Hal ini berkaitan tentang mekanisme tata
cara pengawasan di media sosial dilakukan oleh lembaga pengawas ada yang
bersifat partisipatif. Misalnya, Bawaslu harus melibatkan masyarakat umum
mengingat beberapa pertimbangan terkait permasalahan anggaran, intensitas
perihal yang diawasi, serta berbagai hal lain terkait dengan aktivitas lapangan

(Wawancara Alni, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, 30 Januari 2023).

Selain itu, Bawaslu dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan
kampanye di media sosial karena sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 5 tahun 2020, kewenangan memerintahkan PSE untuk
melakukan pemutusan akses (take down) terhadap informasi elektronik dan/ atau

dokumen elektronik yang dilarangterletak dikementerian yang menyelenggarakan
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urusan komunikasi dan informatika. Hal ini membutuhkan waktu bagi Bawaslu
untuk melakukan koordinasi. Sementara, penindakan secara pidana adalah

wewenang aparat kepolisian (Bawaslu, 2020).

Media sosial membutuhkan pengawasan yang berbeda jika dibandingkan dengan
pengawasan di media konvensional seperti surat kabar, televisi, atau radio, di
mana Bawaslu memiliki kewenangan pembatasan jangka waktu beserta konten.
Sedangkan, kampanye di media sosial memiliki potensi pelanggaran berbeda.

Misalnya, terkait dengan jangka waktu kampanye yang dinamis dan tidak
terbatas waktu, sehingga prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh
Bawaslu. Hal ini membuat upaya pencegahan dan penindakan tidak bisa
dilakukan lebih efektif. Pengalaman pada Pemilu 2019, akun media sosial yang
melanggar aturan kampanye baru diturunkan setelah tahapan Pemilu selesai
dilaksanakan (Bawaslu, 2020).

Berdasarkan catatan tentang aturan hukum dan implementasi kebijakan terkait
kampanye di media sosial, dapat dilihat bahwa peraturan yang mampu
memberikan dampak yang efektif terhadap pelaksanaan kampanye di media
sosial sangat diperlukan. Belajar dari pengalaman di Pemilu dan Pilkada
sebelumnya, serta analisis konten dan konteks implementasi kebijakan yang
telah dielaborasi di atas dengan menggunakan teori peraturan perundang-
undangan, teori implementasi kebijakan, dan teori kampanye, bagian berikutnya

mengelaborasi tentang pentingnya penataan kampanye politik di media sosial.

3) Analisis tentang Pentingnya Penataan Kampanye Politik
di Media Sosial

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penataan hukum mengenai kampanye
politik di media sosial oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) merupakan
hal yang penting dan dibutuhkan. Untuk itu, dibutuhkan kesamaan persepsi
antara KPU dan Bawaslu (serta para pemangku kepentingan terkait lainnya)
untuk membuat dan menerapkan peraturan yang harmonis dan solid, dengan
ketentuan yang rinci tentang konten kampanye di media sosial, serta sanksi yang
tegas terkait pelanggaran kampanye di media sosial. Pentingnya peraturan terkait
penataan kampanye politik di media sosial juga tidak lepas dari upaya bersama
untuk mencegah dan mengatasi tantangan terkait penyebaran hoaks dan ujaran
kebencian.
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Keberadaan peraturan yang jelas dan tegas, dengan ketentuan yang rinci dan
baku juga diperlukan sebagai payung hukum bagi para penyelenggara Pemilu
untuk melakukan harmonisasi peraturan terkait kampanye di media sosial dan
memberlakukannya kepada para peserta kampanye di Pemilu dan Pilkada
Serentak di tahun 2024 mendatang. Mengingat masih adanya kampanye yang
dilakukan dengan metode langsung, penataan hukum yang spesifik dan jelas
diperlukan untuk mengatur kampanye yang dilakukan di media sosial agar jelas
perbedaan ranah, subyek hukum, ketentuan kampanye, sanksi, serta pemangku
kepentingan yang terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini. Penelitian ini
juga mencatat pentingnya memperkuat sanksi administratif yang diterapkan

penyelenggara Pemilu dengan indikator yang jelas.

Pentingnya penguatan sanksi administratif berguna untuk menjalankan fungsi
dan peran yang dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
dengan sekaligus mendorong fungsi maksimal dari penyelenggara Pemilu.
Seperti diketahui, secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-
undangan, khususnya sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau
sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan,
perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan,
perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami
kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi yang jelas

dan tegas.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam
peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai
upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan
hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan
perundang-undangan. Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali
pelanggaran hukum. Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan
pelanggaran hukum (Setiadi, 2009).

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai
dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan
lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai
dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu

dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih
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efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum

atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan
literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu (Setiadi, 2009):
Peringatan/teguran lisan;

Peringatan/teguran tertulis;

Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/ politiedwang);

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan:

Denda administratif;

me a0 oo

Pengenaan uang paksa (dwangsom).

Dengan pengaturan tersebut, maka akan lebih efektif bagi penyelenggara Pemilu
untuk menegakkan hukum Pemilu. Namun, pelaksanaan peraturan perundang-
undangan harus didorong dengan mekanisme penegakan hukum yang baik,
selain didasari aturan yang jelas dan tegas. Pada dasarnya, pengaturan terkait
sanksi administratif sudah ada di dalam PKPU maupun Perbawaslu terkait
dengan pelanggaran Pemilu. Namun, dari catatan penelitian ini, pengaturan
yang ada masih dinilai belum efektif. Selain itu, terkait dengan aspek media
sosial, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun
2020, kewenangan memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses
terhadap informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilarang
berada di kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan

informatika.

Dengan demikian, Bawaslu membutuhkan waktu karena harus terlebih dahulu
melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses pengawasan
pemilihan yang berkaitan dengan penyebaran informasi bohong (hoaks).
Sementara, mengingat karakter media sosial yang dinamis dan tidak terbatas
oleh waktu, maka kondisi ini menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Bawaslu

terkait kampanye di media sosial.

Keberadaan payung hukum yang jelas dan tegas khususnya terkait kampanye
politik di media sosial pada Pemilu dan Pilkada, menjadi salah satu kunci untuk
memberilandasan kuatbagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan wewenangnya.
Berdasarkan variabel-variabel yang dikemukakan Edward (1980) terkait evaluasi
implementasi kebijakan, adanya payung hukum yang jelas dan tegas akan
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menjawab persoalan tantangan variabel sumber daya dari penyelenggara Pemilu.
Salah satu turunan dari variabel sumber daya adalah kewenangan dari KPU dan
Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu untuk mengatur kampanye media sosial
yang dinilai masih belum efektif. Lebih jauh, masih dalam variabel sumber daya,
payung hukum yang jelas dan tegas juga memungkinkan KPU dan Bawaslu
membuat peraturan teknis yang dapat memfasilitasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana untuk menunjang pengaturan kampanye di media sosial secara
efektif, optimal, dan berdampak.

Terkait aspek yuridis, penelitian ini mencatat kebutuhan dan urgensi untuk
aturan yang spesifik terkait pengaturan kampanye di media sosial, khususnya
definisi kampanye yang jelas dan tegas dalam membedakan antara sosialisasi
dan kampanye, serta aturan tentang konten apa yang boleh dan konten apa yang
tidak diperbolehkan di media sosial. Aturan tentang durasi kampanye di media
sosial juga perlu dibuat dengan cermat, karena salah satu karakteristik media
sosial adalah tanpa batas waktu, dan adanya jejak digital sehingga apapun yang

sudah diunggah di internet, akan selalu ada.

Diharapkan dengan adanya aturan yang spesifik mengenai kampanye politik di
media sosial nantinya, penyelenggara Pemilu dapat mendorong para peserta
kampanye untuk melakukan kampanye politik yang informatif dan edukatif di
media sosial. Persoalan konten juga harus peka dan memenuhi kebutuhan
informasi kelompok penyandang disabilitas dengan format yang sesuai dengan
jenis disabilitas. Hal ini penting untuk mendorong kampanye yang inklusif dan

relevan untuk semua pihak dan mudah diakses.

Lebih jauh, terkait aspek yuridis, temuan penelitian ini juga mencatat pentingnya
peraturanyang dapat menjawab tantangan zaman, termasuk terkait perkembangan
teknologi yang semakin pesat, terutama dalam konteks kampanye politik di
media sosial. Dengan demikian, aturan hukum yang ada dapat diterapkan sesuai
dengan kebutuhan dan konteks kepemiluan saat ini, selain belajar dari

pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Selain itu, studi TII (2021) tentang mempromosikan dan melindungi kebebasan
berekspresi warga negara terhadap pemerintah dalam ruang digital di Indonesia,
serta penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya mendorong peraturan
tentang kampanye di media sosial yang tidak mengarah pada sanksi eksekutorial
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dan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi warga negara,
termasuk kebebasan pers, ketika penerapan kebijakannya merujuk pada misalnya
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selama ini
masih dinilai bermasalah akibat pasal multitafsir dan kecenderungan digunakan
dengan konteks hukum pidana.

Berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan, penataan aturan hukum tentang
kampanye politik di media sosial juga diharapkan merefleksikan sikap dan posisi
yang selaras antara KPU dan Bawaslu tentang pentingnya pengaturan kampanye
di media sosial. Hal ini penting untuk menjawab permasalahan perbedaan
pandangan antara kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut dalam
mengimplementasikan aturan kampanye di media sosial. Adanya kesepahaman
pandangan antara KPU dan Bawaslu harus juga didukung dengan pelaksanaan
kebijakan lewat peraturan teknis yang kuat, serta diikuti oleh sumber daya
(sumber daya manusia, kemampuan dalam bidang informasi dan teknologi/ IT,
infrastruktur, pengetahuan dan pengalaman, serta dana, sinergi dan jaringan

dengan beragam pemangku kepentingan) yang memadai.

Pemahaman dan kesiapan melaksanakan peraturan tersebut juga membutuhkan
dukungan dari para peserta Pemilu maupun masyarakat pada umumnya. Dalam
hal ini, keberadaan peraturan dan sosialisasinya oleh para penyelenggara Pemilu
penting untuk mendorong dan mengingatkan agar penyelenggara Pemilu juga
fokus pada fungsi untuk ikut melakukan edukasi politik dan literasi digital kepada
segenap aparatnya, peserta Pemilu, media, pemangku kebijakan, serta masyarakat

pada umumnya, terkait isu kepemiluan, khususnya kampanye di media sosial.

Kemendikbud Ristek pada tahun 2017 mendefinisikan bahwa literasi digital
sebagai kecakapan menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung
jawab untuk memperoleh informasi. Gerakan Literasi Nasional (GLN)
menyebutkan bahwa literasi digital menjadi penting dalam kehidupan sehari-
hari agar memiliki kecakapan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta
bernilai positif. Untuk membangun pemahaman literasi digital yang baik
diperlukan adanya keterlibatan beragam pihak, mulai dari keluarga, masyarakat,
dan lingkungan pendidikan (Yanuarti dkk, 2021)
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Lebih lanjut, Douglas A. J. Belshaw (dalam Yanuarti dkk, 2021) merumuskan
delapan elemen esensial dari literasi digital yang dikenal dengan 8 Cs. Elemen
esensial tersebut meliputi cultural (budaya), cognitive (kognitif), constructive
(konstruktif), communicative (komunikatif), confident (kepercayaan diri), creative
(kreatif), critical (kritis), dan civic (tanggung jawab sipil). Menurut Belshaw, literasi
digital tidak semata-mata tentang kemahiran teknis, tetapi tentang masalah,
norma, dan keterbukaan terhadap perkembangan seputar teknologi di sekitarnya
yang digunakan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, literasi digital bukan
hanya kemampuan untuk mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi,
tetapi diperlukan keterampilan dalam membuat informasi, ketepatan aplikasi
yang digunakan, dan pemahaman yang komprehensif dari isi informasi yang
terkandung dalam konten digital.

Terkait dengan konteks dan temuan penelitian ini, literasi digital dalam konteks
pemilu, politik, dan demokrasi, juga perlu dicerminkan dalam penataan
pengaturan hukum kampanye politik di media sosial, agar penggunaan media
sosial dalam kampanye politik dapat didorong ke arah kampanye yang informatif
dan edukatif, serta dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan perkembangan teknologi dan karakter media sosial.

Dalam konteks edukasi publik, penelitian ini mencatat bahwa sosialisasi
mengenai peraturan tentang kampanye politik di media sosial ini juga perlu
melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan
sumber daya yang memadai dan sinergi multi pihak dalam pelaksanaannya agar
efektif dan berdampak, khususnya untuk mendorong pesta demokrasi dengan
kampanye yang informatif dan edukatif, termasuk di media sosial.

Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa penataan aturan mengenai hal ini
juga memperhatikan kesamaan persepsi, konten dan konteks kebijakan, kejelasan
standar, ketentuan, serta sanksi yang akan dimasukkan dalam peraturan tersebut
agar konsisten dan tidak bias, mengisi kesenjangan antara tatanan hukum dan
penerapannya, memahami lanskap media, termasuk media sosial, serta didukung
oleh para pihak terkait dalam pelaksanaannya.
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Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, penelitian ini memberikan
beberapa butir rekomendasi yang dikelompokkan dalam dua aspek: regulasi/

normatif/yuridis dan implementasi kebijakan/praksis.

Pada aspek regulasi, penelitian ini memberikan lima rekomendasi. Pertama, KPU
dan Bawaslu perlu membuat peraturan teknis untuk Pemilu dan Pilkada yang
secara spesifik mengatur kampanye politik di media sosial dan menyelaraskan
peraturan-peraturan yang telah ada. Kedua, Bawaslu perlu memperkuat penegakan
sanksi administratif atas pelanggaran kampanye politik di media sosial,
mengumumkan kepada publik secara berkala tentang kasus pelanggaran
kampanye di media sosial dan mengeluarkan peringatan kepada peserta yang
melanggar peraturan kampanye. Publikasi pelanggaran dan sanksi ini diharapkan
dapat memberikan efek jera bagi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran,

karena sanksi ini akan mempengaruhi preferensi pemilih pada Pemilu.

Ketiga, KPU dan Bawaslu perlu mengoptimalkan sosialisasi mengenai aturan
mengenai kampanye politik di media sosial kepada para peserta Pemilu agar
dapat dipatuhi dengan baik. Keempat, KPU perlu mengatur mengenai standar
transparansi dan akuntabilitas iklan kampanye politik. Pengaturan ini akan
menjadi landasan untuk mengawasi bahwa partai politik, kandidat, tim
kampanye, maupun platform media sosial transparan mengenai metode iklan
politik berbayar maupun dana kampanye yang dikeluarkan untuk metode
tersebut. Informasi yang perlu dimuat antara lain biaya atau jumlah pengeluaran
yang presisi untuk penayangan iklan politik; identitas pengiklan, termasuk nomor
pajak, surat terdaftar di Kemenkumham untuk partai politik, dan nama
perusahaan resmi; kriteria dan mekanisme penargetan yang digunakan; dan data

yang digunakan untuk penargetan tersebut.

Kelima, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur praktik
transparansi dan akuntabilitas tata kelola platform media sosial dengan mengacu
pada standar-standar internasional, seperti The Santa Clara Principles on
Transparency and Accountability dan Manila Principles on Intermediary
Liability. Kedua standar tersebut menawarkan kerangka pengaturan tata kelola
platform yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap pemenuhan hak-hak

asasi manusia di ruang virtual. Pengaturan bagi perusahaan media sosial ini
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akan mendukungfungsidankerjapenyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan
Pemilu dan Pilkada yang demokratis.

Pada aspek implementasi kebijakan ada empat rekomendasi. Pertama, KPU dan
Bawaslu perlu menyamakan persepsi mengenai definisi kampanye, definisi media
sosial, materi kampanye, metode kampanye, larangan kampanye, iklan kampanye,
serta sanksi pelanggaran kampanye di media sosial. Kesamaan pandangan ini
diharapkan memberikan kepastian dalam penegakan hukum seperti yang diatur
pada PKPU dan Perbawaslu.

Kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi di segenap perangkatnya
baik di pusat maupun daerah terkait peraturan tentang kampanye di media sosial
untuk menyamakan persepsi, sikap, dan langkah dalam penerapan kebijakan,
khususnya dalam menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam

pelaksanaan peraturan ini.

KPU melalui Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, beserta Bawaslu melalui Biro
Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, perlu mengoptimalkan sumber daya
dan struktur birokrasi serta perangkat terkait lainnya, baik di pusat maupun
daerah dalam rangka menjalankan peraturan mengenai kampanye politik di
media sosial. Langkah yang harus diambil misalnya mempersiapkan SDM
melalui peningkatan kapasitas terkait literasi digital, kampanye politik di dunia
digital, konten-konten negatif, serta karakter dan lanskap media sosial.

Lebih jauh, peningkatan pemahaman penyelenggara Pemilu dan Pilkada di
daerah tentang mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran
dalam kampanye politik di media sosial juga menjadi hal yang juga penting
dilakukan. Selain itu, penyelenggara Pemilu perlu memanfaatkan portal Open
Data, maupun portal umum, untuk menyediakan informasi yang valid dalam
rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas para

penyelenggara Pemilu.

Ketiga, KPU, Bawaslu, dan Kemenkominfo bersama masyarakat sipil dan
pemangku kepentingan lainnya didorong untuk meningkatkan literasi digital,
serta literasi politik dan literasi Pemilu kepada masyarakat. Hal ini penting
dilakukan agar masyarakat dapat memilah dan memilih informasi, serta

mempersulit penyebaran informasi palsu maupun ujaran kebencian.
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Keempat, KPU dan Bawaslu perlu mengoptimalkan kolaborasi dengan masyarakat
sipil, PSE media sosial, dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk
mensosialisasikan peraturan tentang kampanye politik di media sosial kepada
masyarakat. Kolaborasi penting agar para penyelenggara Pemilu mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan edukasi publik (tentang politik,
Pemilu dan kampanye, serta literasi digital), termasuk kepada para peserta

Pemilu, penegak hukum, dan lembaga pemerintah terkait.
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Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilu.

Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Wawancara

Wawancara dengan Heppy Sebayang, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses
Penyandang Cacat (PPUA Penca), 3 Januari 2023.

Wawancara dengan Sri Budi Eko Wardani, Dosen Universitas Indonesia, 17
Januari 2023.

Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU RI, 19 Januari 2023.
Wawancara dengan Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal AJI Pusat, 20 Januari 2023.
Wawancara dengan Andi Yudha Yunus, Direktur LSKP, 23 Januari 2023.
Wawancara dengan Puadi, Anggota Bawaslu RI, 24 Januari 2023.

Wawancara dengan Laode Arumahi, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,
24 Januari 2023.

Wawancara dengan Gustiana Kambo, Dosen Universitas Hasanuddin, 24
Januari 2023.

Wawancara dengan Didit, Ketua AJI Makassar, 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Faisal Amir, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 25
Januari 2023.

Wawancara dengan Andi Nurul Fitri, Direktur KOPEL Sulawesi, 27 Januari
2023.
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Wawancara dengan Izwaryani, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, 30
Januari 2023.

Wawancara dengan Alni, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, 30 Januari
2023.

Wawancara dengan Indira Suryani, Direktur LBH Padang, 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Charles Simabura, Dosen Universitas Andalas, 31 Januari
2023.

Wawancara dengan Aulia Rizal, Direktur LBH Pers Padang, 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti, Direktur Nurani Perempuan Women’s
Crisis Center Padang, 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Mochammad Afifudin, Anggota KPU RI, 30 Januari 2023.
Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Fadli Ramadhani, Program Manager Perludem, 1 Februari
2023.
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Profil The Indonesian Institute

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh
sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga
yang independen, non partisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal
dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan
perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan
kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan
hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku
kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan,
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII
memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan
publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh
TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah
penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan
(Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!),
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The
Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy
Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (7he
Indonesian Forum).
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Profil Penulis

Adinda Tenriangke Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII). Adinda menyelesaikan studi PhD
Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2017)
dengan beasiswa NZAID. Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan
publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan
bantuan pembangunan internasional.

Arfianto Purbolaksono

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan
gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada bulan Februari tahun
2020. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM,
dan digital politics.
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Galang Taufani

Galang Taufani adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center
for Public Policy Research (TII). Galang adalah lulusan program Magister
Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Galang
menggeluti hukum dalam berbagai kajian, seperti hukum hak asasi manusia,
ekonomi dan teknologi, politik hukum, dan pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Nuri Resti Chayyani

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian
Institute, Center for Public Policy Research (TII). Nuri menyelesaikan program
Magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Fokus kajian
yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah dan keuangan
daerah.



Makalah Kebijakan yang dibuat The Indonesian Institute, Center
for Public Policy Research (TII) ini dibuat untuk menganalisis dan
memberikan rekomendasi kepada KPU maupun Bawaslu tentang
penataan kampanye politik di media sosial. Pengaturan ini perlu dilakukan
belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, terutama untuk mencegah
dan mengantisipasi permasalahan seperti penyebaran hoaks dan ujaran
kebencian yang terjadi secara masif seiring dengan kampanye politik di
media sosial.

Ketiadaan pengaturan hukum yang memadai dalam mengatasi tantangan
yang dihadirkan oleh penggunaan media sosial dalam kampanye politik
di masa Pemilu dan Pilkada menjadi salah satu faktor yang membuat
maraknya penyebaran hoaks sulit dikendalikan. Dengan kata lain, berita
hoaks berpotensi kembali muncul dari menjelang hingga penyelenggaraan
Pemilu Serentak tahun 2024, apabila belum ada pengaturan yang spesifik
dan jelas atas kampanye politik di media sosial. Sementara, peraturan
yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu dinilai belum mampu meredam dan
mencegah timbulnya masalah akibat penyebaran berita hoaks dalam
kampanye di media sosial.

Meningkatkan pemahaman penyelenggara Pemilu dan Pilkada, serta
melakukan penataan terhadap regulasi hukum kampanye politik di
media sosial menjadi hal yang penting untuk melawan disinformasi pada
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Rekomendasi
kebijakan dari makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
dapat diterapkan bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk mendorong
para peserta Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang untuk
melakukan kampanye politik yang informatif dan edukatif di media sosial.
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The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

J1. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com; www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute

FB

: Tii Jakarta

YouTube : The indonesian institute
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